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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur kita panjatkan 

kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah- 

Nya, sehingga dokumen perubahan 

Rencana Strategis (Renstra) DPTR 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 

ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan 

perundangan yang berlaku. 

Perubahan Renstra DPTR ini 

menjabarkan RPD Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2023-2026 seiring dengan adanya 

pengelolaan dana keistimewaan, 

perbaikan indikator kinerja, dan evaluasi 

capaian kinerja. 

Selain itu dalam rangka 

akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, 

perubahan Renstra ini juga dilakukan 

perumusan indikator kinerja yang lebih 

terukur dan rasional guna akselerasi 

pencapaian kinerja pemerintah daerah. 

Indikator kinerja yang terukur akan lebih 

mudah dipahami, mudah dalam evaluasi 

capaiannya secara periodik sehingga juga 

memudahkan pengukuran keberhasilan 

pencapaiannya. 

 

Akhirnya dokumen ini akan menjadi 

acuan pelaksanaan program dan kegiatan 

Bappeda guna mencapai visi dan misi melalui 

Indikator Kinerja Bappeda dalam rangka 

pencapaian kinerja pemerintah daerah sesuai 

RPD. Segala kekurangan dalam perubahan 

Renstra ini, kami menyampaikan permohonan 

maaf yang setulus-tulusnya. 

 

Wates,         -          -  2022 

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG           

                KABUPATEN KULON PROGO 
Kepala, 

 
 
 

 
Drs. RIYADI SUNARTO 

Pembina Utama Muda / IVc 

NIP. 196710181993031004 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 

adalah satu kesatuan tata cara perencanaan 

pembangunan untuk menghasilkan rencana-

rencana pembangunan dalam jangka panjang, 

jangka menengah, dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara 

dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. 

Bab I berisi: 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika 

Penulisan 

 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) dan pasal 7 menyatakan 

bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut 

Renstra. Rancangan Renstra 2017-2022 SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, 

Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif. Dinas Pertanahan 

dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 

Kabupaten Kulon Progo yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah 

dibidang Pertanahan dan Tata Ruang  sesuai Peraturan Bupati Kulon Progo No. 83 Tahun 2019 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, danTata Kerja Dinas Pertanahan dan 

Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan 

dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renstra SKPD menjadi mutlak, 

yaitu sebagai pedoman dan panduan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap 

tahunnya dalam jangka waktu 4 (empat) tahun pada masa kepemimpinan pj. Kepala Daerah 

terpilih. 

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tanggal 31 

Desember 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi 

Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 yang 

mengamanatkan bahwa Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar 

menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang 

selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 

dan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, 

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Maka setiap Organisasi  Perangkat Daerah (OPD)  harus 

segera menyusun rancangan akhir Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-

2026. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis OPD yang merupakan penjabaran dari 
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Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rancangan Rencana Pembangunan 

Daerah (RPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 tahun 

berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.  

Sesuai hasil reviu APIP atas dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026, Berita Acara Awal Dana 

Keistimewaan tahun 2023 yang telah disesuaikan dalam RKPD 2023 dan KUA PPAS T.A. 2023 dan 

indikator program/kegiatan/sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan yang masih perlu 

disesuaikan, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026. 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan 

Pemerintah Daerah di bidang pertanahan dan tata ruang sehingga  Perubahan Rencana 

Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan 

yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai dalam empat tahun ke depan, langkah-

langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta 

merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan 

pada masyarakat di bidang pertanahan, tata ruang dan tugas pembantuan yang diberikan 

oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang  Kabupaten Kulon 

Progo merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan dalam menjalankan 

tugas pokok fungsinya melaksanakan urusan Pertanahan Dan Tata Ruang  Kabupaten Kulon 

Progo dalam jangka waktu empat tahun ke depan. 

Selanjutnya kedudukan Rencana Strategis Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang  

Kabupaten Kulon Progo dalam kaitannya dengan dokumen Rencana Strategis yang lain adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1. Kedudukan Renstra dalam Kaitannya dengan Dokumen Rencana Lain 

 



 

13 

1.2 Landasan Hukum 

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Perubahan Rencana 

Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : 

a. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

b. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (2005 - 2025); 

c. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta  

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1312); 

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
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Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1787); 

k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan 

Daerah; 

l. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2); 

m. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5); 

n. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2019 Nomor 86); 

o. Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan 

Daerah DIY Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2022 Nomor 86); 

p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2014 Nomor 7); 

q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 9); 

r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 1); 

s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 14); 

t. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 
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sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 7 

Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 7); 

u. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022 

tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 -

2026  

v. Berita Acara Program dan Kegiatan bantuan Keuangan Khusus Dana 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Kabupaten Kulon Progo 

Urusan/Kewenangan Tata Ruang Nomor 918/18068 dan Urusan Pertanahan Nomor 

918/18067 Tahun Anggaran 2023 

w. SK Gubernur Hasil Evaluasi RAPBD 2023  

1.3      Maksud Dan Tujuan 

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang  Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 – 2026 adalah untuk menentukan arah dalam 

menetapkan strategi dan kebijakan bidang Pertanahan dan Tata Ruang, serta 

merumuskan program bidang Pertanahan dan Tata Ruang selama 4 tahun kedepan 

sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Daerah ( RPD ) Kabupaten Kulon Progo 

2023 - 2026. 

 

 

Adapun tujuan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 - 2026 adalah  :  

1. Memberikan acuan dan landasan penentuan skala prioritas dalam menyusun 

program dan kegiatan organisasi dalam kurun waktu empat tahun ke depan; 

2. Menyatukan energi dan sumber daya intern organisasi dalam  pencapaian tujuan 

organisasi; 

3. Menjabarkan dokumen perencanaan di level atasnya, seperti RPJP dan RJPMD; 

4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja 

tahunan organisasi. 

 

1.4    Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang; 

1.2. Landasan Hukum; 

1.3. Maksud dan Tujuan; 

1.4. Sistematika Penulisan; 
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BAB II.  GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 

2.1.  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas; 

2.2.  Sumberdaya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; 

2.2.1. Sumber Daya Manusia 

2.2.2. Sarana dan Prasarana 

2.3.  Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; 

 2.3.1. Kondisi Penataan Ruang 

 2.3.2. Kondisi Pertanahan 

 2.3.3. Target Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2023 - 2026 

2.4.  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan 

dan Tata Ruang; 

 

 

BAB III.  PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 

3.1.  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan  

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; 

3.2.  Telaahan Rencana Strategis Kementrian ATR, Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang DIY; 

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah; 

3.4.  Penentuan Isu – isu Strategis. 

BAB IV.  TUJUAN DAN SASARAN 

4.1.  Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang Tahun 2023-2026. 

BAB V.  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,  

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

BAB VII.  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII.  P E N U T U P 
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BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN DINAS 

PERTANAHAN DN TATA RUANG 
 

 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat 

Daerah 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo 

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2019 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi 

dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pertanahan 

dan Tata Ruang, maka Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang Kulon Progo mempunyai Tugas dan Fungsi. 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai 

fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah 

di bidang pertanahan, tata ruang, dan tugas 

pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Bab 2 berisi: 

2.1 Tugas, Fungsi dan 

Struktur Organisasi 

Perangkat Daerah 

2.2 Sumber Daya Perangkat 

Daerah 

2.3 Kinerja Pelayanan 

Perangkat Daerah 

2.4 Tantangan dan Peluang 

Pengembangan Pelayanan 

Perangkat Daerah 

 

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas : 

a. menyelenggarakan kegiatan di bidang pertanahan; 

b. menyelenggarakan kegiatan di bidang tata ruang; 

c. menyelenggarakan kegiatan di bidang pengendalian dan pengawasan pertanahan 

dan tata ruang; 

d. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan. 

 

 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, maka 

struktur organisasi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut  : 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretariat, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian Perencanaan 

c.  Sub Bagian Keuangan, 
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3. Bidang Pertanahan , terdiri dari : 

a. Seksi Penatausahaan Pertanahan; 

b. Seksi Pemanfaatan Pertanahan; 

c. Seksi Pembinaan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan. 

4. Bidang Tata Ruang  terdiri dari : 

a. Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci;  

b. Seksi Perencanaan Kawasan dan Pembinaan Tata Ruang 

5. Bidang Pengendalian dan Pengawasan : 

a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dan Pertanahan;  

b. Seksi Data dan Informasi. 

6. Unit Pelaksana Teknis; dan 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang   
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Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang administrasi 

pertanahan dan penataan ruang. Sebagaiamana Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 

Tahun 2019. 

 

A.  BAGIAN KESATU SEKRETARIAT 

(1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. 

Sekretariat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian serta 

perencanaan dan keuangan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut sekretariat mempunyai 

tugas: 

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas; 

b. pengelolaan administrasi perkantoran; 

c. penyelenggaraan kepegawaian Dinas; 

d. pengelolaan keuangan Dinas; 

e. penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan kehumasan, dan 

ketatalaksanaan Dinas; 

f. mengelola aset sarana dan prasarana; 

g. pengelolaan data dan sistem informasi; 

h. penatausahaan kegiatan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang 

tata ruang. 

i. pemantauan, evaluasi program, dan penyusunan laporan tugas Dinas; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang 

tugasnya. 

Sekretariat, terdiri atas : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan, aset sarana dan prasarana,  

dan administrasi kepegawaian.  

(2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut: 

a. penyusunan rencana kerja Subbagian;  

b. pengelolaan ketatausahaan yang meliputi: surat menyurat, tata laksana, 

perbekalan, kearsipan dan perpustakaan; 

c. penyelenggaraan kerumahtanggaan yang meliputi: keprotokolan, 

kebersihan, keamanan, akomodasi dan kegiatan lain yang berkaitan 

dengan kerumahtanggaan; 
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d. pengelolaan aset sarana dan prasarana meliputi: pengadaan dan 

penghapusan barang inventaris dinas, perawatan ruang kerja, perawatan 

kendaraan dinas dan pengadaan pakaian dinas batik; 

e. pelayanan kehumasan; 

f. pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi: analisa jabatan dan 

beban kerja, usulan pengadaan, kenaikan pangkat, usulan pendidikan dan 

pelatihan, cuti, penilaian kinerja pegawai, sistem informasi kepegawaian, 

kesejahteraan pegawai dan kegiatan lain yang berkaitan dengan 

administrasi kepegawaian; 

g. koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Budaya Pemerintahan, Zona 

Integritas, administrasi inovasi pelayanan publik, dan Sistem Manajemen 

Mutu; 

h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Subbagian; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

b. Sub Bagian Perencanaan 

(1) Sub Bagian Perencanan mempunyai tugas  menyusun perencanaan, 

pemantauan, evaluasi,  dan pelaporan program.  

(2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut: 

a. penyusunan rencana kerja Subbagian; 

b. pengoordinasikan penyusunan rencana kerja Dinas; 

c. pengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Dinas; 

d. pengoordinasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 

e. pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja; 

f. pengoordinasian perencanaan dan evaluasi program kegiatan 

bersumber Dana Keistimewaan bidang pertanahan dan bidang tata 

ruang; 

g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Subbagian; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

c. Sub Bagian Keuangan 

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas  melaksanakan pengelolaan 

keuangan Dinas.  

(2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut: 

a. penyusunan rencana kerja Subbagian; 

b. pengelolaan keuangan Dinas; 
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c. pengelolaan perbendaharaan Dinas; 

d. penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas; 

e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Subbagian; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

B. BAGIAN KEDUA BIDANG PERTANAHAN  

(1) Bidang Pertanahan  berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas 

(2) Bidang Pertanahan  dipimpin oleh Kepala Bidang. 

Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan penatausahaan  

pertanahan,pemanfaatan pertanahan dan pembinaan serta penanganan permasalahan 

pertanahan. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan  mempunyai 

fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Bidang; 

b. perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan; 

c. penyelenggaraan penatausahaan pertanahan; 

d. penyelenggaraan pemanfaatan pertanahan; 

e. penyelenggaraan pembinaan dan penanganan permasalahan pertanahan; 

f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Bidang; dan 

g. pelaksanaaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang 

tugasnya. 

Bidang Pertanahan, terdiri atas : 

a. Seksi Penatausahaan Pertanahan; 

(1) Seksi Penatausahaan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan 

penatausahaan pertanahan. 

(2) Uraian fungsi Seksi Penatausahaan Pertanahan adalah sebagi berikut : 

a. penyusunan rencana kerja Seksi; 

b. perumusan bahan kebijakan teknis bidang penatausahaan pertanahan; 

c. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan fasilitasi 

pendaftaran tanah; 

d. pelaksanaan penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten bukan 

keprabon; 

e. melaksanakan penetapan subjek dan obyek redistribusi tanah, ganti kerugian 

tanah kelebihan maksimum dan absentee; 

f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Seksi; dan 
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g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang 

tugasnya. 

 

b.  Seksi Pemanfaatan Pertanahan; 

(1) Seksi Pemanfaatan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan 

dan fasilitasi pemanfaatan tanah desa. 

(2) Uraian fungsi Seksi Pemanfaatan Pertanahan adalah sebagai berikut : 

a. penyusunan rencana kerja seksi;  

b. perumusan bahan kebijakan teknis bidang pemanfaatan pertanahan; 

c. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan tanah milik 

pemerintah daerah, tanah kasultanan, tanah kadipaten, tanah desa; 

d. pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 

50.000 m²(lima puluh ribu meter persegi) atau lebih; 

e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Seksi; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang 

tugasnya. 

 

 

c.  Seksi Pembinaan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan 

(1) Seksi Pembinaan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan mempunyai tugas  

melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penanganan permasalahan 

pertanahan. 

(2) Uraian fungsi, Seksi Pembinaan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan adalah: 

a. penyusunan rencana kerja Seksi; 

b. perumusan bahan kebijakan teknis bidang pembinaan dan penyelesaian 

permasalahan tanah bagi tanah pemerintah daerah, kasultanan, kadipaten dan 

tanah desa ; 

c. pelaksanaan pembinaan terkait urusan pertanahan; 

d. pelaksanaan fasilitasi produk hukum desa mengenai urusan pertanahan; 

e. pelaksanaan fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan; 

f. penyelenggaraan ketatausahaan bidang; 

g. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang; 

h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Seksi;dan 

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang 

tugasnya. 
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C.  BAGIAN KETIGA BIDANG TATA RUANG  

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan pengaturan tata ruang wilayah dan 

tata ruang rinci, perencanaan kawasan dan pembinaan tata ruang, secara rinci fungsi Bidang 

Tata Ruang sebagai berikut : 

a. penyusunan rencana kerja Bidang; 

b. perumusan kebijakan teknis bidang tata ruang; 

c. penyelenggaraan pengaturan tata ruang wilayah dan tata ruang rinci; 

d. penyelenggaraan pengaturan perencanaan kawasan; 

e. penyelenggaraan pebinaan tata ruang; 

f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Bidang; dan 

g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang 

tugasnya. 

 

 

Bidang Tata Ruang, terdiri atas dua seksi yaitu : 

a. Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci;  

(1) Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah 

Daerah, rencana detail tata ruang kawasan dan rencana teknis ruang kawasan 

strategis.  

(2) Uraian fungsi Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci 

adalah: 

a. penyusunan rencana kerja seksi; 

b. perumusan  bahan kebijakan teknis pengaturan tata ruang wilayah dan 

tata ruang rinci; 

c. penyusunan rencana tata ruang wilayah; 

d. penyusunan rencana detail tata ruang; 

e. penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten; 

f. penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis Kasultanan dan 

satuan ruang strategis Kadipaten; 

g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Seksi; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan 

bidang tugasnya. 
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b. Seksi Perencanaan Kawasan dan Pembinaan Tata Ruang 

(1) Seksi perencanaan Kawasan dan Pebinaan Tata Ruang mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan penetapan perencanaan kawasan dan 

pembinaan tata ruang. 

(2) Uraian fungsi Seksi perencanaan Kawasan dan Pebinaan Tata Ruang adalah: 

a. penyusunan rencana kerja Seksi; 

b. perumusan bahan kebijakan teknis perencanaan kawasan dan pembinaan 

tata ruang; 

c. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; 

d. penyusunan rencana induk kawasan dan masterplan kawasan; 

e. pembinaan pemanfaatan tata ruang; 

f. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang- undangan dan pedoman 

bidang penataan ruang; 

g. penyelenggaraan ketatausahaan bidang; 

h. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang; 

i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Seksi; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan 

bidang tugasnya. 

 

D. BAGIAN KEEMPAT BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan 

pengendalian tata ruang, pengawasan tata ruang, pengelolaan data dan informasi 

pertanahan dan tata ruang. 

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Bidang; 

b. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian dan pengawasan tata ruang dan 

pertanahan; 

c. penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan tata ruang dan pertanahan; 

d. pengelolaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang;  

e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Bidang; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. 

 

 

a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dan Pertanahan 

(1)  Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai 

tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

tata ruang dan pertanahan. 
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(2) Uraian fungsi Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dan Pertanahan 

adalah :  

a.      penyusunan rencana kerja seksi; 

b. perumusan bahan kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan tata ruang; 

c. pemberian rekomendasi kesesuaian tata ruang; 

d. fasilitasi dan koordinasi pengendalian pertanahan; 

e. pengawasan penggunaan tanah pemerintah daerah, tanah kasultanan, tanah 

kadipaten, dan tanah desa; 

f. pelayanan konsultasi perizinan tata ruang; 

g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Seksi; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang 

tugasnya. 

b. Seksi Data dan Informasi 

(1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan 

informasi pertanahan dan tata ruang; 

(2) Uraian fungsi Seksi Data dan Informasi adalah sebagai berikut : 

a. penyusunan rencana kerja Seksi;  

b. perumusan bahan kebijakan teknis yang berkaitan data dan informasi pertanahan 

dan tata ruang;  

c. pelayanan informasi dan data pertanahan dan tata ruang;  

d. penyusunan peta dasar, peta tematik dan informasi pertanahan; 

e. pengembangan sistem informasi pertanahan dan tata ruang; 

f. pengelolaan data spasial daerah; 

g. penyelenggaraan ketatausahaan bidang; 

h. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang; 

i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Seksi; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang 

tugasnya. 

E. JABATAN FUNGSIONAL 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Dinas sesuai keahlian dan kebutuhan. 

(2) Terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang kelompok jabatan fungsional yang dipimpin 

oleh tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok. 

(3)  Dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai kebutuhan yang ditetapkan 

oleh Kepala Dinas, jumlah kebutuhan jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan 

sifat,jenis dan beban kerja. 
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(4)  Pembinaan terhadap jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

2.2 Sumber Daya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  

2.2.1.    Sumber Daya Manusia 

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia ada 27 pegawai, adapun rincian pegawai 

per jenis kelamin dan golongan selengkapnya disajikan pada tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 

Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo  

Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tahun 2021 

 

Unit Pria Wanita Gol.II Gol.III Gol.IV Jumlah 

Kepala 1 - - - 1 1 

Sekretariat 7 1 2 5 1 8 

Bidang Pertanahan 5 2 2 4 1 7 

Bidang Tata Ruang 3 3 - 6 - 6 

Bidang Pelaksanaan dan 

Pengawasan 
4 1 1 3 1 5 

Jumlah 20 7 5 18 4 27 

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo (2021) 

 

Adapun kondisi tingkat pendidikan per unit kerja di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang disajikan 

pada tabel 2.2 
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Tabel 2.2 

Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo Tahun 2021 

Unit SLTP SLTA D-3 S-1 S-2 Jumlah 

Kepala - - - - 1 1 

Sekretariat  3 1 4 - 8 

Bidang Pertanahan - 1 1 3 2 7 

Bidang Tata Ruang - - 1 5 - 6 

Bidang Pelaksanaan dan 

Pengawasan 
- 1 - 4 - 5 

Jumlah - 5 3 15 3 27 

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo (2021) 

 

Tabel 2.3 

Kondisi dan Kebutuhan Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 

 

Unit 

Kondisi Riil 
Kebutuhan Sesuai Analisa 

Jabatan 

Gol.II Gol.III Gol.IV Jumlah Gol.II Gol.III Gol.IV Jumlah 

Kepala - - 1 1 - - 1 1 

Sekretariat 2 5 1 8 2 11 1 14 

Bidang Pertanahan 2 4 1 7 - 11 4 15 

Bidang Tata Ruang - 6 - 6 - 13 1 14 

Bidang 

Pelaksanaan dan 

Pengawasan 

1 3 1 5 2 8 2 12 

Jumlah 5 18 4 27 4 43 9 56 

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo (2021) 

Berdasarkan data diatas selisih antara kondisi riil sekarang ini terhadap kebutuhan ideal pegawai 

sesuai analisis jabatan sangat jauh dari optimal sebagai contoh kondisi riil pada sekretariat 

sejumlah 8 pegawai sedangkan kebutuhan sesuai analisis jabatan sejumlah 14 pegawai. Serta 

dari total kebutuhan 56 pegawai baru terdapat 27 pegawai. 
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2.2..2 Sarana dan Prasarana 

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang selengkapnya disajikan pada tabel  : 2.4 

 

Tabel 2.4 

Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 

 

No. Nama Barang 
Jumlah 

(Unit) 

Kondisi Baik (%) Tahun 

2019 2020 2021 

1.  LCD 2 100 100 100 

2.  Layar LCD 2 50 50 50 

3.  Mesin Ketik 2 100 100 100 

4.  Kursi Susun 40 100 100 100 

5.  Meja Kursi Tamu, Pimpinan 1 100 100 100 

6.  Meja Kerja Biro Kecil 1 100 100 100 

7.  Meja Kerja Biro Kecil 2 100 100 100 

8.  Air Conditioner 4 100 100 100 

9.  Scaner 1 100 100 100 

10.  UPS 5 100 100 100 

11.  PC Unit 4 100 100 100 

12.  Laptop 4 100 100 100 

13.  Printer 2 75 75 75 

14.  Printer 3 100 100 100 

15.  Bangunan gedung kantor 1 100 100 100 

16.  Brankas 1 100 100 100 

17.  Papan Pengumuman 1 100 100 100 

18.  White Board 2 100 100 100 

19.  Meja Rapat 15 100 100 100 

20.  Sound System 1 100 100 100 

21.  Hardisk Eksternal 1 100 100 100 

 Jumlah 100 unit    

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo (2021) 

Keterangan: 50 % berarti dari 2 unit barang terdapat 1 unit dalam kondisi rusak ringan. 

 75% berarti dari 2 unit barang terdapat 1 unit dalam kondisi rusak ringan. 
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2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

2.3.1. Kondisi Penataan Ruang       

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang. Pengaturan Penataan Ruang diselenggarakan untuk mewujudkan ketertiban 

dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, memberikan kepastian hukum bagi seluruh 

Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan 

kewajibannya dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang dan mewujudkan keadilan bagi 

seluruh Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. Aspek-aspek 

Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, 

Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan 

Ruang dan Kelembagaan Penataan Ruang. Dari keenam aspek penyelenggaraan penataan 

ruang tersebut, keluarannya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu terkait dengan dokumen 

perencanaan dan terkait dengan perwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang. 

Dokumen perencanaan tata ruang meliputi : rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata 

ruang. Rencana umum tata ruang secara hierarkis terdiri dari 1) Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional; 2) rencana tata ruang wilayah provinsi; 3) rencana tata ruang wilayah kabupaten; 

dan 4) rencana tata ruang wilayah kota. Sedangkan rencana rinci tata ruang terdiri dari 1) RTR 

pulau/kepulauan, RTR KSN, RZ KSNT, RZ KAW, dan RDTR KPN sebagai rencana rinci dari Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional; 2) RDTR kabupaten sebagai rencana rinci dari rencana tata 

ruang wilayah kabupaten; 3) RDTR kota sebagai rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah 

kota. Identifikasi dokumen rencana tata ruang (RTRW, RDTR/RTR, dan RTBL) untuk jangka waktu 

tahun 2023-2026 dapat dilihat dalam tabel 2.5 berikut: 
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Tabel 2.5 

Daftar Dokumen Rencana Tata Ruang yang perlu disusun tahun 2023-2026 

 

 

No. Jenis dokumen rencana Banyaknya Keterangan 

1 RTRW 1 1. RTRW  

2 RDTR  8 2. RDTR Kawasan Sekitar Bandar Udara 

Internasional Yogyakarta  

3. RDTR Perkotaan Wates 

4. RDTR Pekotaan Kalibawang 

5. RDTR Kulon Progo Utara 

6. RDTR Perkotaan Kokap 

7. RDTR Kawasan Sekitar BOP Borobudur 

8. RDTR Kulon Progo Tengah 

9. RDTR Kulon Progo Selatan 

4 RTBL (Sumber Anggaran 

APBD) 

4 1. RTBL Cangkring, Nagung 

2. RTBL Kawasan Toyan-Bendungan 

3. RTBL Kawasan Clereng, Pengasih 

4. RTBL Perkotaan Giripurwo 

 Jumlah 13  

 

Keterwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang dihitung dengan cara 

mengevaluasi struktur ruang dan pola ruang. Seberapa besar (prosentase) program-program 

yang telah dilakukan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan mengevaluasi pola ruang 

eksisting dengan bantuan interpretasi foto citra dibandingkan dengan rencana pola ruang. 

Hasil evaluasi dari  struktur ruang dan pola ruang ini kemudian dirata-rata menghasilkan 

capaian keterwujudan rencana tata ruang atau kesesuaian pemanfaatan ruang. Tabel berikut 

menunjukkan capaian keterwujudan rencana tata ruang atau kesesuaian pemanfaatan ruang. 
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Tabel 2.6 

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2021-2026  

Jenis rencana tata ruang 

Kesesuaian tata ruang (%) 

2021 2022 2023 2024    2025   2026 

struktur  ruang 87,00 87,25 87,30 87,35 87,40 87,45 

pola ruang 89,58 89,75 89,80 89,85 89,90 89,95 

Rata-rata struktur ruang 

dan  kesesuaian pola 

ruang 

88,29 88,50 88,55 88,60 88,65 88,70 

 

2.3.2.  Kondisi Pertanahan  

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan daerah, urusan pertanahan merupakan urusan pemerintah wajib yang tidak 

berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan pertanahan terutama terkait 

dengan administrasi pertanahan baik di tingkat nasional, regional dan sektoral sepenuhnya 

dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).   

Capaian Kinerja layanan urusan pertanahan selama periode 2017-2021 telah 

menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, Jumlah lahan bersertigikat terus 

mengalami peningkatan dari tahun 2018 dengan capaian 72,36% menjadi 78,06% di tahun 2019 

kemudian meningkat lagi di tahun 2020 menjadi 79,75%. Mulai tahun 2018 BPN telah 

menggunakan data baseline lahan bersertifikat yang diperbaharui sehingga capaian lahan 

bersertifikat sebelum dengan sesudah Tahun 2018 tidak dapat dikaitkan lagi secara linear karena 

dapat menimbulkan misleading interpretation. Selanjutnya cakupan jumlah asset Pemda yang 

bersertifikat terus mengalami peningkatan walaupun masih relative rendah yaitu pada tahun 

2020 sebesar 29,28% dan meningkat menjadi 31,37% pada tahun 2021. Asset Pemda yang belum 

bersertifikat sebagian besar berupa jalan dan daerah/saluran irigasi yang menjadi kewenangan 

Kabupaten. Untuk indicator kinerja program tahun 2019 mengalami perubahan perhitungan 

sehingga angka capaian sebelum dan sesudah tahun 2019 tidak bisa dibandingkan lagi secara 

linear. Capaian indicator kinerja program pada tahun 2021 mencapai 68,86% (lihat Tabel 2.7).  
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Tabel 2.7 

Kondisi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2017-2021 

No Uraian Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Jumlah lahan bersertifikat ha 46.274 42.425 45.766 46.755 50.756 

2 Jumlah lahan yang 

seharusnya bersertifikat 

ha  
58.628 58.628 58.628 58.628 58.628 

3 Jumlah asset Pemda 

bersertifikat 

bidang 213 253 263 279 299 

4 Jumlah asset Pemda yang 

seharusnya bersertifikat 

bidang 
244      953 953 953 953 

5 Jumlah permasalahan 

pertanahan yang 

diselesaikan 

Kasus 

10 10 10 10 10 

6 Jumlah permasalahan 

pertanahan 

Kasus 
10 10 10 10 10 

7 Capaian indikator kinerja 

program  

%  
79,89 80,10 66,60 68,71 68,86 

Sumber data: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2022 

 

 



 

TABEL 2.8. 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo  

No 

Indikator Kinerja 
sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah  

Target 
NSPK  

Target 
IKK  

Target 
Indikator 
Lainnya  

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 
ke- 

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-  

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2020 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14             

 1. 

Persentase 
Kesesuaiaan 
Pemanfaatan 
Ruang 

      87,24 87,55 88,05 88,55 89,05 87,24 87,55 89,83 88,03 88,29 100 100 98,02 100,59 100,86 

 2. 

Persentase 
bidang tanah 
Kasultanan, 
tanah Kadipaten 
dan tanah desa 
yang terdaftar di 
BPN dan 
terekomendasi 
pemanfaatannya 

      - - 12,03 15,67 22,51 9,94 18,18 26,42 34,72 50 - - 45,53 45,13 45,02 

 
 
Berdasarkan tabel di atas, seluruh target Indikator Kinerja Kunci (IKK) telah tercapai 100% di tahun transisi (2017) dan di tahun pertama (2018). Target Indikator 
Kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2017 dan tahun 2018 telah tercapai. Bahkan realisasi di tahun 2018 telah melebihi target 2019. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 2.9. 

 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2017-2021 Kabupaten Kulon Progo 

 

     Uraian ***)  
Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi 

A.     Belanja Operasi 6.543 6.593 8.808 21.158 7.072 6.145 6.332 6.667 8.180 6.566 106 104 132 259 108 99 97 

1.   Belanja Pegawai 2.466 2.625 2.810 994 2.119 2.399 2.582 2.810 3.074 1.979 103 102 100 32 107 94 93 

2.   Belanja B&J 3.634 3.511 5.840 5.799 4.953 3.322 3.319 5.840 5.107 4.542 109 106 100 114 109 104 100 

3.   Belanja Modal 442 457 158 14.366 581 423 430 158 1.681 457 105 106 100 855 127 97 98 

 

   Anggaran sejak tahun 2017 naik hingga 2019 namun saat tahun 2020 dan 2021 mengalami refocusing dikarenakan pandemi Covid- 19, rata- rata 

pertumbuhan  anggaran  berada pada 94% samapai 104% sedangkan rata-rata pertumbuhan  realisasi berkisar antara 93% sampai dengan 100%. Ini 

menandakan bahwa kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sejak tahun 2017-2021 berkinerja baik. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Tabel 3.0. 

 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo 

 

     Uraian ***)  
Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke 

Rasio Antara Anggaran dan 
Realisasi pada tahun 

Rata-rata 
Pertumbuhan (%) 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi 

A.    Fungsi 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan:  
                                  

Program 

Perencanaan Tata 

Ruang 

1.164,74 906,41 397,02 
         

217.928  

           

289.546  
  

          

906  

          

397  

          

216.955  

                

288.992  
  

           

100  

             

100  

           

100  

            

100  

                         

78  

                         

78  

Penyusunan Rencana 
Tata Ruang dan 
Rencana Rinci 

1.098,88 699,55 197,23 
           

51.547  

            

155.720  
  

          

700  

           

197  

            

51.547  

                 

155.535  
  

           

100  

             

100  

           

100  

            

100  

                         

64  

                         

64  

Penyusunan RTBL 390 279,99 152,84 
         

150.885  

             

121.264  
  

          

280  

           

153  

          

150.074  

                   

121.118  
  

           

100  

             

100  

            

99  

            

100  

                         

72  

                         

72  

Penyebaran Informasi 
dan Penataan Ruang 

26,86 26,86 47,21 
           

15.496  

              

12.562  
  

            

27  

            

47  

            

15.334  

                   

12.339  
  

           

100  

             

100  

            

99  

              

98  

                        

100  

                        

100  

Program 

Pengendalian dan 

Pemanfaatan 

Penataan Ruang 

316,33 288,98 286,76 
         

348.194  

           

292.676  
  

          

289  

          

287  

          

345.331  

                

284.905  
  

           

100  

             

100  

            

99  

              

97  

                          

91  

                          

91  

Penyelenggaraan 
TKPRD 

80,36 80,36 117,79 
           

96.859  

              

91.536  
  

            

80  

            

118  

            

95.516  

                  

88.874  
  

           

100  

             

100  

            

99  

              

97  

                        

100  

                        

100  

Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 

95,6 95,6 48,47 
           

59.493  

             

39.735  
  

            

96  

            

48  

            

58.771  

                  

39.333  
  

           

100  

             

100  

            

99  

              

99  

                        

100  

                        

100  

Audit Pemanfaatan 
Ruang 

55,24 55,23 55,24 
           

54.878  

             

53.475  
  

            

55  

            

55  

            

54.714  

                  

52.557  
  

           

100  

             

100  

           

100  

              

98  

                        

100  

                        

100  

Pengelolaan Database 
dan Peta Tata Ruang 

85,13 57,78 65,26 
         

136.964  

            

107.930  
  

            

58  

            

65  

          

136.330  

                  

104.141  
  

           

100  

             

100  

           

100  

              

96  

                         

68  

                         

68  

Program Pengelolaan 

Pertanahan 
1.914,24 2.280,50 2.374,91 

      

2.287.491  

         

1.939.855  
  

        

2.281  

       

2.375  

        

2.131.186  

              

1.871.590  
  

           

100  

             

100  

            

93  

              

96  

                        

119  

                        

119  

Pengelolaan Database 
Pertanahan 

57,78 57,78 57 
                    

-  
    

            

58  

            

57  

                     

-  
    

           

100  

             

100  

               

-  
  

                        

100  

                        

100  

Penataan Tanah yang 
Dibebaskan oleh 
Pemda 

65,87 83,78 25,86 
           

20.830  

             

44.989  
  

            

84  

            

26  

            

14.696  

                  

32.523  
  

           

100  

             

100  

             

71  

              

72  

                        

127  

                        

127  



 

Penyediaan dan 
Pemanfaatan Tanah 

Kas Desa untun 
Kepentingan Umum 

1.211,68 1.490,85 1.723,80 
      

1.824.863  

         

1.677.354  
  

         

1.491  

        

1.724  

        

1.731.420  

              

1.624.286  
  

           

100  

             

100  

            

95  

              

97  

                        

123  

                        

123  

Penataan Tanah 
Masyarakat 

293,28 343,28 251,26 
         

248.279  

              

117.114  
  

          

343  

           

251  

           

197.319  

                  

115.155  
  

           

100  

             

100  

            

79  

              

98  

                        

117  

                        

117  

Penyelesaian 

Permasalahan 
Pertanahan 

57,5 65 36,91 
           

57.205  

              

41.643  
  

            

65  

            

37  

           

56.568  

                   

41.313  
  

           

100  

             

100  

            

99  

              

99  

                        

113  

                        

113  

Identifikasi dan 
Inventarisasi 
Pertanahan 

200,79 240 280,08 
          

136.314  

             

58.755  
  

          

240  

          

280  

           

131.183  

                   

58.313  
  

           

100  

             

100  

            

96  

              

99  

                        

120  

                        

120  

Program Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Perkantoran 

528,33 536,43 285,55 
         

627.299  

             

231.591  
  

          

536  

          

286  

         

536.067  

                  

211.451  
  

           

100  

             

100  

            

85  

              

91  

                        

102  

                        

102  

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Perkantoran 

395,54 311,48 156,69 
         

342.001  

              

38.124  
  

            

311  

           

157  

         

297.480  

                  

32.208  
  

           

100  

             

100  

            

87  

              

84  

                         

79  

                         

79  

Pemeliharaan Sarana 
dan Prasarana 
Perkantoran 

130,53 222,45 126,36 
         

285.298  

            

193.467  
  

          

222  

           

126  

         

238.587  

                 

179.243  
  

           

100  

             

100  

            

84  

              

93  

                        

170  

                        

170  

Pendidikan dan 
Pelatihan Non Formal 

2,26 2,5 2,5 
                    

-  
    

              

3  

              

3  

                     

-  
    

           

100  

             

100  

               

-  
  

                         

111  

                         

111  

Program Pelayanan 

Adminstrasi 

Perantoran 

234,19 243,69 239,66 
         

224.068  

            

257.183  
  

          

244  

          

240  

          

222.152  

                 

256.791  
  

           

100  

             

100  

            

99  

            

100  

                        

104  

                        

104  

Penyediaan Rapat-
rapat, Konsultasi, dan 

Koordinasi 

119,09 107,67 110,4 
           

55.665  

             

58.854  
  

           

108  

            

110  

           

55.640  

                  

58.854  
  

           

100  

             

100  

           

100  

            

100  

                         

90  

                         

90  

Penyediaan Jasa dan 
Peralatan Perkantoran 

86,42 104,92 98,16 
         

128.607  

            

136.669  
  

           

105  

            

98  

           

126.716  

                 

136.277  
  

           

100  

             

100  

            

99  

            

100  

                        

121  

                        

121  

Penyediaan Jasa 
Administrasi Keuangan 

28,7 31,1 31,1 
           

39.796  

              

61.660  
  

             

31  

             

31  

           

39.796  

                   

61.660  
  

           

100  

             

100  

           

100  

            

100  

                        

108  

                        

108  

Program 

Perencanaan, 

Pengendalian, dan 

Evaluasi Kinerja 

38,44 50,48 45,21 
           

39.265  

              

21.240  
  

            

50  

            

45  

            

38.018  

                    

21.116  
  

           

100  

             

100  

            

97  

              

99  

                        

131  

                        

131  

Pengendalian, 
Evaluasi, dan 
Pelaporan Kinerja 

- 12,57 10,38 
             

8.760  

               

7.000  
  

             

13  

             

10  

             

8.455  

                    

6.975  
  

           

100  

             

100  

            

97  

            

100  
    

Penyusunan Pelaporan 
Keuangan 

16,13 27,53 15,53 
           

13.642  

               

4.960  
  

            

28  

             

16  

            

13.642  

                    

4.960  
  

           

100  

             

100  

           

100  

            

100  

                        

171  

                        

171  

Penyusunan 
Perencanaan Kinerja 
SKPD 

22,31 10,38 19,3 
           

16.863  

               

9.280  
  

             

10  

             

19  

             

15.921  

                     

9.181  
  

           

100  

             

100  

            

94  

              

99  

                         

47  

                         

47  



 

Program Pengelolaan 

Tanah Kasultanan 

dan Tanah Kadipaten 

    2.049,58 
      

2.453.072  

         

1.524.552  
    

       

2.050  

       

2.107.952  

              

1.210.549  
    

             

100  

            

86  

              

79  
    

Penatausahaan Tanah 
Kasultanan dan 

Kadipaten 

    2.327,75 
      

2.453.072  

         

1.524.552  
    

       

2.328  

       

2.107.952  

              

1.210.549  
    

             

100  

            

86  

              

79  
    

Program 

Pemanfaatan Tanah 

Kasultanan dan 

Tanah Kadipaten 

    395 
         

382.732  

           

359.400  
    

          

395  

         

377.478  

                 

347.671  
    

             

100  

            

99  

              

97  
    

Penyiapan Bahan 
Pertimbangan Teknis 
Izin Penggunaan Tanah 
Kasultanan, Kadipaten, 
dan Tanah Desa 

    170 
         

212.732  

            

163.000  
    

           

170  

           

211.391  

                 

160.252  
    

             

100  

            

99  

              

98  
    

Penanganan Keberatan 
dan Sengketa 

Pertanahan Tanah 
Kasultanan, Tanah 
Kadipaten, dan Tanah 
Desa 

    225 
         

170.000  

            

196.400  
    

          

225  

          

166.087  

                 

187.419  
    

             

100  

            

98  

              

95  
    

Program Sarana 

Prasarana 

Keistimewaan Urusan 

Pertanahan 

      
           

20.000  
        

            

18.700  
        

            

94  
      

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Pelaksanaan Kegiatan 
Keistimewaan 
(Pertanahan) 

      
           

20.000  
        

            

18.700  
        

            

94  
      

Program 

Pemanfaatan Ruang 

Satuan Ruang 

Strategis Kasultanan 

dan Kadipaten 

      
      

1.498.378  

              

94.691  
      

       

1.349.688  

                   

94.691  
      

            

90  

            

100  
    

Pemanfaatan Ruang 
Satuan Ruang Strategis 
Perbukitan Menoreh 

      
      

1.498.378  

              

94.691  
      

       

1.349.688  

                   

94.691  
      

            

90  

            

100  
    

Program 

Perencanaan Tata 

Ruang Satuan Ruang 

Strategis Kasultanan 

dan Kadipaten 

    600 
         

589.882  
      

          

600  

          

569.318  
      

             

100  

            

97  
      



 

Penyusunan Rencana 
Rinci Tata Ruang pada 

Satuan Ruang Strategis 
Kasultanan dan 
Kadipaten 

    350 
         

139.882  
      

          

350  

          

139.564  
      

             

100  

           

100  
      

Penyusunan Rencana 
Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Kota 

    250         
          

250  
        

             

100  
        

Penyusunan Rencana 
Induk Satuan Ruang 
Strategis Kasultanan 
dan Kadipaten 

      
         

450.000  
        

         

429.754  
        

            

96  
      

 

 

Table 2.9 diatas terlihat barwa rata-rata anggaran 0,07% dengan pertumbuhan realisasi rata – rata 0,03%. Penurunan belanja modal 

dari tahun 2017 ke 2018 disebabkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Merupakan OPD baru sehingga pada tahun tersebut banyak 

sarana dan prasarana yang diperlukan. Perubahan anggaran juga disebabkan berubahnya RPJMD yang disusun setiap 5 tahun sekali 

 Tabel 3.0 diatas menunjukan  perkembangan pendanaan program di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang karena bertambahnya 

jumlah dana yang bersumber dari keistimewaan 
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

Tantangan : 

1. Topografi wilayah dari pantai sampai perbukitan; 

2. Adanya potensi bencana alam; 

3. Prosedur penyusunan RDTR yang panjang mulai dari Pemerintah Kabupaten sampai 

ke Pemerintah Pusat, Prasyarat BIG, terdapat perbedaan yang cukup siginifikan terkait 

perencanaan tata ruang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 tahun 2021 dengan yang diatur dalam peraturan terdahulu yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010. Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 tahun 2021 maka pengaturan untuk kawasan strategis Kabupaten dalam 

Rencana Rinci Tata Ruang sudah tidak ada lagi. Hal ini juga menjadi salah satu 

dinamika regulasi yang harus disesuaikan oleh Kabupaten dalam meninjau kembali 

terhadap rencana penyusunan dokumen tata ruang. Selain itu, lamanya proses 

dalam penetapan dokumen rencana tata ruang juga menjadi kendala utama 

sampai dengan saat ini baik Reviu RTRW dan RDTR Kabupaten Kulon Progo belum ada 

yang ditetapkan. 

Peluang  : 

1. Partisipasi aktif dari stakeholders; 

2. Peluang investasi yang masih terbuka; 

3. Dukungan potensi sumber daya alam; 

4. Dukungan pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat dalam penanganan Pertanahan 

dan Tata Ruang; 

5. Ditetapkannya Undang-Undang Keistimewaan. 
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  BAB III 
PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH 
 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas 

dan fungsi pelayanan Dinas Pertanahan dan 

Tata Ruang selengkapnya disajikan pada Tabel 

3.1 sedangkan Identifikasi Isu-isu strategis 

(Lingkungan eksternal) disajikan pada Tabel 3.2 

 

Bab 3 berisi: 

3.1 Identifikasi Permasalahan 

Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi Pelayanan Perangkat 

Daerah 

3.2 Telaahan Renstra Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang 

Tabel 3.1 

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

Kabupaten Kulon Progo 

 

Aspek Kajian 
Capaian/Kondi

si Saat ini 

Standar yang 

Digunakan 

 

Faktor yang Mempengaruhi 

Permasalahan 

Pelayanan OPD 
Internal 

(Kewenangan 

OPD) 

Eksternal  

(Di luar 

Kewenangan 

OPD) 

1 2 3 4 5 6 

Gambaran 
pelayanan OPD 

 Belum adanya 

regulasi 

RDTR 

kawasan 

perkotaan  

 UU 26 / 2007 
 
 

 Menyusun 
dokumen 

perencanaan 

 Koordinasi, 
verifikasi peta 

oleh BIG, 
persetujuan 
substansi, 
penetapan oleh 
DPRD, 
partisipasi 
masyarakat 

 Terlalu panjangnya 
proses penyusunan 

dan penetapan 
 Adanya kebijakan 

baru (aturan) yang 
harus diikuti dalam 
proses dokumen 
perencanaan 

 Adanya program 
pembangunan 
strategis yang harus 

diakomodir 
 

   UU 26/2007 
 

 Menyediakan 
informasi 
mengenai rencana 
tata ruang wilayah 
melalui Peta 

Analog dan Peta 
Digital 

 Melayani 
masyarakat dalam 
pengurusan ijin 
pemanfaatan 
ruang sesuai 
perda PTR 

 Koordinasi 
dengan BIG 
terkait peta 

 Koordinasi dan 
komunikasi 

dengan 
masyarakat 
melalui ormas dan 
institusi lainnya 

 Koordinasi 
denganOPD 
terkait 
 

 Dukungan 
perangkat keras dan 
peragkat lunak 
belum memadai 

 Jaringan asmara 

belum dapat 
melibatkan semua 
lapisan masyarat 
karena keterbatasan 
anggaran 

 Belum semua 
aturan tata ruang 
telah ditetapkan 
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Aspek Kajian 
Capaian/Kondi

si Saat ini 

Standar yang 

Digunakan 

 

Faktor yang Mempengaruhi 

Permasalahan 

Pelayanan OPD 
Internal 

(Kewenangan 

OPD) 

Eksternal  

(Di luar 

Kewenangan 

OPD) 

1 2 3 4 5 6 

 Melaksanakan 
tindakan awal 
terhadap 
pengaduan 

masyarakat 
tentang 
pelanggaran 
dibidang penataan 
ruang dalam 
waktu 5 hari 
 

 Belum optimalnya 
koordinasi dengan 
OPD penegak 
hukum 

 

  Pemanfaatan 
ruang tidak 
sesuai 

peruntukannya 

 UU 26 / 2007 

 PP 15 / 2010 

 Permen PU 20 / 2011 

 Permen ATR 37 / 
2016 

 Perda 1 /2012 

 PP 46 / 2016 

 Peraturan Sektoral 

 Penerbitan rekom 

KKPR 
 KRK 
 Dokumen 

Koordinasi 
Pelaksanaan 
Penataan Ruang 

 Rekom teknis 

(komisi irigasi, 
BBWSO) 

 IMB 

 

 Adanya kebijakan 

baru (aturan) yang 
harus diikuti dalam 
proses dokumen 
perencanaan 

 Adanya program 
pembangunan 
strategis yang harus 
diakomodir 

 Kuranganya data 
kelengkapan 
permohonan  

 

  Pengelolaan 
data tata ruang 
belum optimal 

 UU 26/2007 

 UU 14/2008 

 PP 61/2010 

 Perda 1/2012 

 Perdais 1/2017 

 UU 4/2011 

 Pendataan 
 Pengolahan 
 Penyajian  
 Pengelolaan sim 

data 

 Jaringan informasi 
geospasial 

 Ketersediaan 
jaringan internet 

 Ketersediaan data 
pendukung 
 

  Pengelolaan 
data 
pertanahan 
belum optimal 

 UU 5/1960 

 UU 13/2012 

 UU 1/2017 

 UU 14/2008 

 Pergub 34/2017 

 Pendataan 
 Pengolahan 
 Penyajian  
 Pengelolaan sim 

data 

 Jaringan informasi 
geospasial 

 Ketersediaan 
jaringan internet 

 Ketersediaan data 
pendukung 
 

  Sebagian 
tanah 
Kasultanan, 

Pakualaman 
tanah 
pemerintah, 
dan tanah desa 
blm 
bersertifikat 

 UU 5/1960 

 UU 13/2012 

 Perdais 1/2017 

 Inventarisasi dan 

identifikasi tanah 
 Pendaftaran 
 Fasilitasi 

pemanfaatan 
 Pemeliharaan 

sertifikat tanah 
desa 

 Penerbitan 

sertifikat 
 Penerbitan ijin 

gubernur  
 Kekancingan 

penerbitan 
kadipaten dan 
kasultanan 

 

 Dokumen 

administrasi 
pendukung kurang 
lengkap 

 

  Sebagian 
tanah 
kadipaten dan 
kasultanan 

yang 
digunakan 
pemkab belum 
mendapat 
kekancingan 

 UU 13/2012 

 Perdais 1/2017 

 Pergub 33/2017 

 Inventarisasi dan 
identifikasi tanah  

 Rekomendasi 
kesesuaian ruang 

 Rekomendasi 
Bupati 

 Penerbitan status 
tanah dari desa 

 Penerbitan surat 
kekancingan 

 Dokumen 
administrasi 

pendukung kurang 
lengkap 
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Aspek Kajian 
Capaian/Kondi

si Saat ini 

Standar yang 

Digunakan 

 

Faktor yang Mempengaruhi 

Permasalahan 

Pelayanan OPD 
Internal 

(Kewenangan 

OPD) 

Eksternal  

(Di luar 

Kewenangan 

OPD) 

1 2 3 4 5 6 

  Masih adanya 
permasalahan 
pertanahan 

 UU 5/1960 

 UU 13/2012 

 Perdais 1/2017 

 Pergub 34/2017 

 Pergub 33/2017 

 Inventarisasi dan 
identifikasi tanah  

 Rekomendasi 
kesesuaian ruang 

 Rekomendasi 
Bupati 

 Kelengkapan 
dokumen dari desa 

 Penerbitan ijin 
gubernur 

 Dokumen 
administrasi 
pendukung kurang 
lengkap 

 

  Keterbatasan 
sarana, 
prasarana dan 
jumlah 
petugas 
menyebabkan 

pelaksanaan 
pekerjaan 
belum optimal 

 Perda 14/2016 
 Perbub 55/2016 

 

 Mengusulkan 
pengadaan sarana 
prasarana dan 
SDM 

 Penetapan perda 

APBD 

 Keterbatasan 
Ketersediaan 
anggaran 
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Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan  Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang terhadap pencapaian Rancangan Pembangunan Daerah disajikan pada Tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3 

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD 

Terhadap Pencapaian Rancangan Pembangunan Daerah  

 

 

No Program Permasalahan Pelayanan OPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 2 3 4 5 

1   Regulasi tentang penataan ruang yang 
belum lengkap/memadai 

 Pemanfaatan ruang yang belum sesuai 
dengan peruntukannya 

 Sebagian tanah kasultanan, 
pakualaman, tanah desa dan tanah 

pemerintah kab belum bersertifikat 
 Keterbatasan sarana, prasaranadan 

SDM petugas menyebabkan 
pelaksanaan pekerjaan belum optimal 
 

 Proses penetapan 
regulasi tata ruang 
panjang 

 Belum ditetapkannya 
RDTR 

 Identifikasi data 

pertanahan belum 
lengkap 

 Keterbatasan sarana, 
prasaranadan SDM 
petugas menyebabkan 
pelaksanaan pekerjaan 
belum optimal 
 

 Adanya dukungan 
kebijakan dan 
komitmen Pemerintah 
Daerah dalam hal 
percepatan regulasi tata 
ruang 

 Adanya program 
strategis nasional yang 
harus diadopsi di 
RTRW 

 Dukungan dan 
komitmen Pemerintah 
Daerah baik kab 
maupun DIY dalam hal 
sertifikasi tanah 

 Pelaksanaan program 
PTSL dari kementrian 
ATR 
 

 Program 
Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 

 Program 
Penyelenggaraan 
Keistimewaan 

Yogyakarta Urusan 
Tata Ruang dan  
Program 
Penyelenggaraan 
Keistimewaan 
Yogyakarta Urusan 
Pertanahan 

 
Program Penatagunaan 
Tanah 
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Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon 

Progo beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya disajikan 

pada Tabel 3.4. 

 

Tabel 3.4 

Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  

Kabupaten Kulon Progo beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan 

Penanganannya 

 

No 
Sasaran Jangka 

Menengah  

Permasalahan  

Pelayanan Dinas 

Pertanahan dan Tata 

Ruang 

 Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 2 3 4 5 

A Kementerian Agraria dan Tata Ruang   

1 Pencapaian sertifikasi 
nasional 

 Sebagian tanah pemerintah 
daerah, tanah kasultanan, 
tanah pakualaman dan tanah 

desa serta tanah masyarakat 
belum bersertifikat 

 Kesadaran masyarakat atas 
kepastian hukum tanah  

 Belum semua standard 

pelayanan minimal (SPM) 
dan SOP tersedia; 

 Sarana dan prasarana masih 
terbatas; 

 Belum semua data pertanahan 
tersedia secara lengkap dan 
akurat; 

 Belum adanya system 
informasi sector pertanahan  

  

 Peran aktif dan 
dukungan unsur 
pimpinan 

 Dukungan aparat 
pemerintah dari pusat 
sampai desa 

 Dukungan dana 
 Semangat (etos kerja) 

pegawai yang tinggi 
 

2 Penetapan regulasi tata ruang  Belum lengkapnya regulasi 
tata ruang di tingkat 
Kabupaten. 
 

 Proses regulasi tataruang 
panjang 

 Dokumen kajian RDTR 
kawasan strategis belum 
disusun 

  

 Adanya dukungan 
kebijakan dan 
komitmen Pemerintah 
Daerah dalam hal 
percepatan regulasi 
tata ruang 
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3.3  Telaah Renstra Kementerian ATR dan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 

 Berkenaan dengan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) tujuan 

pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung 

koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi 

antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan 

daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin 

tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.  

 Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2005-2025 yang didalamnya 

ditetapkan Visi “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, 

Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat 

yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.  

 Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah 

sebagai berikut : 1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang 

didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal; 2. Mewujudkan budaya adiluhung yang 

didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil 

budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan; 3. Mewujudkan kepariwisataan yang 

kreatif dan inovatif; 4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada 

kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan 

kesejahteraan rakyat.  

 Misi keempat mempersyaratkan adanya ketertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah 

dan ruang. Hal ini menunjukkan bahwa misi keempat ini menjadi sangat relevan dan terkait erat 

dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Analisis Renstra K/L dan SKPD 

Kabupaten/Kota ditujukan untuk melihat keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas 

terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan 

Renstra SKPD di Kabupaten/Kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-

masing PD.  

 Telaahan dan analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah capaian sasaran 

pelaksanaan Renstra PD telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan 

Renstra PD Kabupaten/Kota. Disamping itu arah ini juga diperlukan untuk mencermati apakah 

tingkat capaian kinerja Renstra dalam hal ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L atau rata-rata Kabupaten/Kota. Hasil review 

terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Kabupaten/Kota akan menjadi masukan dalam 

perumusan isu-isu strategis pelayanan yang akan menjadi dokumen Renstra Dinas Pertanahan 

dan Tata Ruang pada masa periode berikutnya. Jadi hasil review terhadap Renstra K/L dan 
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Renstra PD Kabupaten/Kota tahun rencana ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang 

dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan 

kebijakan strategis dalam Renstra PD pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. 

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah  

Menurut Perda DIY Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2019 

– 2039, pada bab II pasal 4 disebutkan bahwa RTRW DIY bertujuan mewujudkan DIY sebagai 

pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia dengan 

mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, 

keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan 

berkelanjutan. 

Rencana struktur ruang wilayah DIY merupakan kerangka tata ruang wilayah yang 

dibangun dalam -12- konstelasi pusat kegiatan sistem perkotaan, yang saling berhierarki dan 

dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah. 

Menurut Perda Kabupaten Kulon Progo Nomot 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) 2012 – 2032, pada bab II pasal 2 disebutkan bahwa  Penataan ruang wilayah 

Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupatensebagai basis komoditas pertaniandidukung 

pariwisata, pertambangan, serta industri bahari dengan mensinergikan wilayah.  Hal ini 

menunjukkan bahwa pertanian di Kabupaten Kulon Progo merupakan sektor yang sangat 

diperhatikan, mengingat peran sektor ini yang sampai dengan saat ini masih merupakan 

penyumbang  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar dibanding sektor lainnya. 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032 sebagai 

dokumen perencanaan yang dipedomani untuk penyusunan perencanaan jangka menengah 

maupun perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kulon Progo.  Dalam 

RTRW Kabupaten Kulon Progo rencana penyediaan pola ruang  terdiri dari Kawasan Lindung 

dan Kawasan Budidaya yang semua nya berkait erat dengan Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang. 

Regulasi terkait RTRW Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 – 2032 telah diatur dalam Perda 

No. 1 Tahun 2012, namun saat ini Kabupaten Kulon Progo sedang berproses reviu RTRW dalam 

rangka mengakomodir berbagai dinamika pembangunan terkini yang terjadi di Kabupaten 

Kulon Progo. Berdasarkan Perda No.1 Tahun 2012, tujuan penataan ruang Kabupaten adalah 

mewujudkan Kabupaten sebagai basis komoditas pertanian didukung pariwisata, 

pertambangan, serta industri bahari dengan mensinergikan wilayah. Namun seiring dengan 

dinamika pembangunan yang terjadi di Kabupaten terutama dengan keberadaan Bandar 

Udara Internasional Yogyakarta (BIY), sebagaimana dalam reviu RTRW tujuan penataan ruang 

bergeser menjadi mewujudkan pembangunan daerah yang bertumpu pada sektor pertanian 

dan pariwisata dengan didukung bahari, kebudayaan, pertambangan, perdagangan jasa, dan 
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industri secara terpadu dan berkelanjutan berbasis mitigasi bencana dengan prinsip pelestarian 

lingkungan hidup. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, 

terdapat perubahan pada substansi pengaturan dalam RTRW sehingga beberapa nomenklatur 

pengaturan dalam rencana pola ruang dan struktur ruang yang telah diatur dalam Perda No. 1 

Tahun 2012 telah disesuaikan dalam reviu RTRW Kabupaten Kulon Progo. 

 

Permasalahan pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang berdasarkan telaahan 

Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan 

penanganannya disajikan pada Tabel 3.5. 

 

Tabel 3.5 

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta 

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

 

 

No. 

Rencana Tata Ruang 

Wilayah terkait Tugas dan 

Fungsi OPD 

Permasalahan  

Pelayanan OPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 2 3 4 5 

1 RTRW belum 

mengakomodasi kegiatan 

pembangunan strategis dan 
dinamika pembangunan 

Perlunya Rewiev 

RTRW 

 Proses penetapan regulasi tata 
ruang panjang 

 

 Rewiev RTRW 

DIY 

 Adanya dukungan 
kebijakan dan 
komitmen 
Pemerintah 
Daerah dalam hal 
percepatan 
regulasi tata 
ruang 

 

2 RTRW perlu ditindaklanjuti 

dengan RDTR kawasan 

perkotaan  

Belum adanya regulasi 

RDTR kawasan 

perkotaan dan kawasan 

strategis 

 Proses penetapan regulasi tata 
ruang panjang 

 Dokumen kajian RDTR 
kawasan strategis belum 
disusun 

 

 Sdh ada 

dokemen kajian 

untuk RDTR 
kawasan 

Perkotaan 

 Adanya dukungan 
kebijakan dan 

komitmen 
Pemerintah 
Daerah dalam hal 
percepatan 
regulasi tata 
ruang 
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3.5.   Penentuan Isu-isu strategis 

Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam menyusun 

perencanaan pembangunan daerah untuk 4 tahun yang akan datang, yang apabila tidak 

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak 

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dalam jangka panjang. 

Isu-isu strategis yang mempengaruhi pembangunan daerah empat tahun mendatang 

adalah : 

1. Adanya proyek pembangunan strategis : Bandara Internasional, KSPN Borobudor, 

Pembangunan Jalur Pantai selatan (Pansela), Bedah Menoreh, Pelabuhan Tanjung 

Adikarto sehingga perlu Rewiev RTRW  

2. Kebutuhan penetapan Rencana Detail Tata Ruang kawasan strategis   

3. Penetapan UU keistimewaan dan peraturan daerah istimewa DIY khususnya tentang 

tanah Kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa 

4. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian akibat pembangunan sektor non-pertanian.  
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    BAB IV 
TUJUAN DAN SASARAN 

 Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

Sebagai penjabaran atas visi Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang Kabupaten Kulon Progo, maka tujuan yang akan 

dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam 

periode empat tahun ke depan adalah : Terwujudnya 

pembangunan kawasan berkelanjutan 

 

Tabel 4.1 

Tujuan dan Sasaran  Dinas pertanahan dan tata ruang 

NO.  TUJUAN  SASARAN  
INDIKATOR TUJUAN/ 

SASARAN  

REALISASI 
KINERJA 
TUJUAN 

/SASARAN 
PD  

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 

Terwujudnya 
pembangunan 
kawasan yang 
berkelanjutan 

Meningkatk
an 

pengendalia
n 

pemanfaata
n ruang 

Persentase 
pengendalian dan 

pemanfaatan ruang 
72,07 72,13 78,39 84,65 90,91 97,18 

   

Persentase bidang 
tanah Kasultanan, 

tanah Kadipaten dan 
tanah desa yang 

terdaftarkan di BPN 
dan terekomendasi 

pemanfaatannya 

50 62,59 67,33 69,7 72,06 74,43 

  
Meningkatn
ya kualitas 

penyelengga
raan 

pemerintah
an dan 

pelayanan 
public yang 
responsive 

dan 
akuntabel 

Nilai akuntabilitas 
kinerja pemerintahan 

daerah (AKIP) 
A A A A A AA 

  

Akuntabilitas 
Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
(Opini BPK) 

WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

  
Nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 
81,802 84,00 84,25 84,50 84,75 85,00 

 Indikator tujuan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari sasaran daerah yang dituju Dinas 

Pertanahan dan Tata Ruang. Selain itu adanya tambahan indikator pada salah satu sasaran 

Dinas Pertanahan dan Tata yang disebabkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang diberikan 

wewenang untuk mengampu dana Keistimewaan sehingga urusan pertanahan bertambah 

yang semula hanya tanah pemerintah kabupaten Kulon Progo dengan adanya dana 

keistimewaan bertambah dengan tanah Kasultanan, tanah Kadipaten, dan tanah Desa 

4.1 
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5.1 

BAB V 

STRATEGI DAN ARAH 
KEBIJAKAN 

 

 Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

Sebagaimana di rumuskan pada Bab 

sebelumnya dalam Renstra Dinas Pertanahan dan 

Tata Ruang ini terkait dengan pernyatan tujuan dan 

sasaran, maka disusunlah beberapa strategi dan 

kebijakan untuk pencapaiannya. Berdasarkan dari 

apa yang telah dirumuskan tersebut, maka ditentukan 

Strategi dan Kebijakan Dinas pertanahan dan tata 

ruang sebagaimana berikut : 

 

Tabel 5.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

 

 

Terwujudnya 

pembangunan 

kawasan yang 

berkelanjutan 

Meningkatnya 

pengendalian 

pemanfaatan 

ruang 

 

Menguatkan pengendalian 

pemanfaatan ruang dan 

legalitas pertanahan 

Peningkatan manajemen dan 

peran serta  masyarakat dalam 

pengelolaan tata ruang dan 

pertanahan 

 

Secara umum, beberapa  poin penting yang akan dilaksakanan guna pencapaian tujuan dan 

sasaran adalah sebagai berikut: 

1. Merevisi regulasi tata kerja OPD disesuaikan dengan beban tugas. 

2. Mengoptimalkan dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada 

di Dinas pertanahan dan tata ruang Kabupaten Kulon Progo. 

3. Mengoptimalkan sumber dana yang ada untuk mencapai kualitas tata kelola Dinas 

yang baik, dan dalam rangka pelayanan masyarakat.  

4. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung pelayanan 

masyarakat 
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5. Membangun jaringan Teknologi Informasi dan pengakuratan database untuk 

mendukung Kinerja Dinas pertanahan dan tata ruang dalam rangka pelayanan 

kepada masyarakat. 

6. Meningkatkan sinergitas dan harmonisasi hubungan antar stakeholder dan OPD di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah DIY, dan Pemerintah. 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN 

KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

 
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan 

disusun mengacu pada Program yang tertuang dalam  

RPD Kabupaten Kulon Progo  Tahun 2023 - 2026, dengan 

uraian sebagai berikut: 

 

Penjabaran Pelaksanaan Program : 

I.  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan 

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui 

kegiatan sebagai berikut : 

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

II.Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dilaksanakan melalui kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) 

Kabupaten/Kota 

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 

III. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang 

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dilaksanakan 

melalui kegiatan sebagai berikut : 

1. Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 
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IV. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan 

Bidang Pertanahan 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui 

kegiatan sebagai berikut : 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

V. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai 

berikut : 

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 

VI. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 

Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 

dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : 

1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

VII. Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan 

Tanah Absentee 

Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan 

Tanah Absentee dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : 

1. Penetapan Subjek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan 

Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

VIII. Program Penatagunaan Tanah 

Program Penatagunaan Tanah dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : 

1. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 

 

IX. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan 

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan dilaksanakan 

melalui kegiatan sebagai berikut : 

1.  Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 

2.  Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 

3. Sarana dan Prasarana Keistimewaan 



 

 

Tujuan  Sasaran  
Program 

,Kegiatan dan 
Subkegiatan  

Indikator 
Kinerja Tujuan, 

Sasaran, 
Program, 

Kegiatan dan 
Subkegiatan  

Tahun 
Awal 

Tahun 
2021 

(baselin
e 

realisasi
)*) 

Tahun 2022 
(Transisi) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan   Unit 
Kerja 

Perangk
at 

Daerah 
Penang
gung-
jawab  

Lokas
i  Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 

Kondisi Kinerja pada 
Akhir Renstra 

Perangkat Daerah 

Capaian  target 
(juta 
Rp.) 

target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) 

Terwujudnya 
pembangunan 
kawasan yang 
berkelanjutan 

Meningkatnya 
pengendalian 
pemanfaatan 

ruang Program 
Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 

Persentase 
perencanaan 

penataan ruang 
42,59 47,22 881,42 57,01 883,19 68,98 939,71 80,56 950,66 90,74 983,9 90,74 3.757,46 

DPTR 
KP 

Kulon 
Progo 

    

Persentase 
pengendalian 

dan 
pemanfaatan 

ruang 

72,07 72,13   78,39   84,65   90,91   97,18   97,18   
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Program 
Penyelesaian 

Sengketa Tanah 
Garapan 

Persentase 
penyelesaian 
permasalahan 

pertanahan 

100 100 54 100 54,11 100 57,57 100 58,24 100 60,28 100 230,2 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Program 
Penyelesaian Ganti 

Kerugian Dan 
Santunan Tanah 

Untuk 
Pembangunan 

Persentase 
pembayaran 

sewa tanah desa 
untuk 

pembangunan 

100 100 
9.598,3

0 
100 9.617,49 100 10.233,01 100 10.352,27 100 10.714,26 100 40.917,03 

DPTR 
KP 

Kulon 
Progo 

    

Program 
Redistribusi Tanah, 

Serta Ganti 
Kerugian Program 
Tanah Kelebihan 
Maksimum Dan 
Tanah Absentee 

Persentase 
ketersediaan 

dokumen 
inventarisasi 
tanah Pemda 

100 100 174,95 100 175,3 100 186,52 100 188,69 100 195,29 100 745,8 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    
Program 

Penatagunaan 
Tanah 

Persentase 
tanah 

Pemerintah 
Daerah yang 
didaftarkan di 

BPN 

13,72 14,53 216,76 15,14 217,19 15,75 231,09 16,36 233,78 16,97 241,96 16,97 924,02 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Program 
Penyelenggaraan 

Keistimewaan 
Urusan Tata Ruang 

Persentase 
dokumen 

perencanaan 
SRS Kasultanan 
dan Kadipaten 
yang menjadi 

Keputusan 
Bupati 

0 0   25 500 50 500 75 500 100 500 100 2.000 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Program 
Penyelenggaraan 

Keistimewaan 
Urusan Pertanahan 

Persentase 
bidang tanah 
Kasultanan, 

tanah Kadipaten 
dan tanah desa 
yang terdaftar di 

BPN dan 
terekomendasi 

pemanfaatannya 

60 62,59   67,33 2.450 69,7 2.450 72,06 2.450 74,43 2.450 74,43 9.800 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

 

 

 



 

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah 
Dinas Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 

 

Tujuan  Sasaran  

Program 
,Kegiatan 

dan 
Subkegiatan  

Indikator Kinerja 
Tujuan, Sasaran, 

Program, 
Kegiatan dan 
Subkegiatan  

Satua
n 

Tahun Awal 
Tahun 2021 

(baseline 
realisasi)*) 

Tahun 2022 
(Transisi) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan   
Unit 

Kerja 
Peran
gkat 

Daera
h 

Pena
nggu
ng-

jawab  

Lokasi  

Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Renstra 
Perangkat Daerah 

Reali
sasi 

(juta 
Rp.) 

target 
(juta 
Rp.) 

target 
(juta 
Rp.) 

target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) 

Meningkatny
a kualitas 

penyelenggar
aan 

pemerintahan 
dan 

pelayanan 
publik yang 

responsif dan 
akuntabel 

Meningkat
nya 

layanan 
pencapaia

n tugas 
dan fungsi 
perangkat 

daerah 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 
PEMERINTA

HAN 
DAERAH 

KABUPATEN
/KOTA 

Persentase 
Peningkatan 
Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

%         100 4101,7 100 4364,222 100 4415,081 100 4569,467 100 17450,470 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Perencanaan
, 

Penganggara
n, dan 

Evaluasi 
Kinerja 

Perangkat 
Daerah 

Jumlah dokumen 
perencanaan dan 
evaluasi kinerja 

disampaikan tepat 
waktu 

doku
men 

        23 12 23 12,8 25 12,9 23 13,4 94 51,1 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Penyusunan 
Dokumen 

Perencanaan 
Perangkat 

Daerah 

Jumlah dokumen 
perencanaan 

Perangkat Daerah 

doku
men 

        2 5,7 2 6,1 4 6,4 2 6,6 10 24,8 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Evaluasi 
Kinerja 

Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

lapora
n 

        21 6,3 21 6,7 21 6,5 21 6,7 84 26,2 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 

Daerah 

Jumlah laporan 
keuangan yang 

disampaikan tepat 
waktu 

%         100 3158,7 100 3360,870 100 3399,987 100 3518,845 100 13438,402 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Penyediaan 
Gaji dan 

Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang yang 
menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 
OB         29 3094,5 29 3292,56 29,000 3330,879 29 3447,318 116 13165,258 

DPTR 
KP 

Kulon 
Progo 



 

    

Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN 

Jumlah Dokumen 
Hasil Penyediaan 

Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN 

doku
men 

        12 57,7 12 61,4 12 62,1 12 64,3 48 245,5 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Koordinasi 
dan 

Penyusunan 
laporan 

Keuangan 
Bulanan/Triwu
lanan/Semest

eran SKPD 

Jumlah Laporan 
Keuangan 

Bulanan/Triwulana
n/Semesteran 

SKPD dan Laporan 
Koordinasi 

Penyusunan 
Laporan Keuangan 

doku
men 

        14 6,5 14 6,9 14 7,0 14 7,2 56 27,7 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Administrasi 
Kepegawaian 

Perangkat 
Daerah 

Jumlah dokumen 
administrasi 
kepegawaian 

doku
men 

        2 60 2 63,8 2 64,6 2 66,8 8 255,3 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Pendidikan 
dan Pelatihan 

Pegawai 
Berdasarkan 

tugas dan 
Fungsi 

Jumlah pegawai 
berdasarkan Tugas 

dan Fungsi yang 
mengikuti 

pendidikan dan 
pelatihan 

orang         6 60 6 63,8 6 64,6 6 66,8 24 255,3 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Administrasi 
Umum 

Perangkat 
Daerah 

Jumlah dokumen 
administrasi 

umum 

doku
men 

        1 70 1 74,5 1 75,4 1 78,0 4 297,8 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Penyelenggar
aan Rapat 
Koordinasi 

dan 
Konsultasi 

SKPD 

Jumlah Laporan 
penyelenggaraan 
rapat koordinasi 
dan konsultasi 

lapora
n 

        1 70 1 74,5 1 75,4 1 78,0 4 297,8 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Pengadaan 
Barang Milik 

Daerah 
Penunjang 

Urusan 
Pemerintah 

Daerah  

Jumlah 
penambahan aset 

unit         13 469,6 13 499,7 13 505,5 13 523,2 52 1997,9 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Pengadaan 
Gedung 

kantor atau 
Bangunan 

Lainnya 

Jumlah unit gedung 
kantor atau 

bangunan lainnya 
yang disediakan 

unit         1 363,9 1 387,2 1 391,7 1 405,4 4 1548,2 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung 

Kantor atau 
Bangunan 

Lainnya 

Tersedianya 
Sarana dan 

Prasarana Gedung 
Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

unit         12 105,7 12 112,5 12 113,8 12 117,8 48 449,7 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Penyediaan 
Jasa 

Penunjang 
Urusan 

Pemerintaha
n Daerah 

Jumlah laporan 
penyediaan jasa 

penunjang 

lapor
an 

        24 134,8 24 143,4 24 145,1 24 150,2 96 573,5 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 



 

    

Penyediaan 
Jasa 

Peralatan dan 
Perlengkapan 

Kantor 

Jumlah laporan 
penyediaan jasa 

peralatan dan 
perlengkapan 
kantor yang 
disediakan 

lapora
n 

        12 38,8 12 41,3 12 41,8 12 43,2 48 165,1 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Penyediaan 
Jasa 

Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah laporan 
penyediaan jasa 
pelayanan umum 

kantor yang 
disediakan 

lapora
n 

        12 96 12 102,1 12 103,3 12 107,0 48 408,4 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Pemeliharaa
n Barang 

Milik Daerah 
Penunjang 

Urusan 
Pemerintaha

n Daerah 

Jumlah laporan 
pemeliharaan 
barang milik 

daerah 

lapor
an 

        3 196,6 3 209,2 3 211,6 3 219,0 12 836,4 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Pemeliharaan/
Rehabilitasi 

Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 

Lainnya 

Jumlah sarana dan 
prasarana 

pendukung gedung 
kantor atau 

bangunan lainnya 
yang 

dipelihara/direhabili
tasi 

unit         1 96,6 1 102,8 1 104,0 1 107,6 4 411,0 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Pemeliharaan/
Rehabilitasi 
sarana dan 
prasarana 
Gedung 

Kantor atau 
Bangunan 

Lainnya 

Jumlah sarana dan 
prasarana gedung 

kantor atau 
bangunan lainnya 

yang 
dipelihara/direhabili

tasi 

unit         28 100 28 106,4 28 107,6 28 111,4 112 425,5 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

Terwujudnya 
pembangunan 
kawasan yang 
berkelanjutan 

Meningkatn
ya 

pengendali
an 

pemanfaata
n ruang 

PROGRAM 
PENYELENG

GARAAN 
PENATAAN 

RUANG 

Persentase 
perencanaan 

penataan ruang 
% 42,59   47,22 881,42 57,01 883,19 68,98 939,71 80,56 950,66 90,74 983,9 90,74 3757,5 

DPTR 
KP 

Kulon 
Progo 

    

Penetapan 
Rencana 

Tata Ruang 
Wilayah 

(RTRW) dan 
Rencana 

Rinci Tata 
Ruang 
(RRTR) 

Kabupaten/K
ota 

Persentase 
pelaksanaan 
sosialisasi 
kebijakan 

penataan ruang 

%         100 208,6 100 221,9316 100 224,483695 100 232,340624 100 887,3559188 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Pelaksanaan 
Persetujuan 
Substansi, 
Evaluasi, 

Konsultasi 
Evaluasi dan 
Penetapan 

RRTR 
Kabupaten/Ko

ta 

Persentase 
ketersediaan 

dokumen 
perencanaan tata 

ruang 

%         46 50,4 57 53,6 67 54,3 72 56,2 72 214,4 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 



 

    

Jumlah dokumen 
perencanaan tata 

ruang yang 
ditetapkan 

doku
men 

        1 1 1 1 4 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Penetapan 
Kebijakan 

dalam rangka 
Pelaksanaan 

Penataan 
Ruang 

Perentase 
ketersediaan 

dokumen RTBL 
%         25 104 50 110,7 75 112,0 100 115,9 100 442,5 

DPTR 
KP 

Kulon 
Progo 

    

Sosialisasi 
Kebijakan dan 

Peraturan 
Perundang-
undangan 

Bidang 
Penataan 

Ruang 

Persentase 
pelaksanaan 

sosialisasi 
kebijakan penataan 

ruang 

%         100 54,2 100 57,7 100 58,3 100 60,3 100 230,4 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Koordinasi 
dan 

Sinkronisasi 
Pemanfaatan 

Ruang 
Daerah 

Kabupaten/K
ota 

Persentase 
pengendalian dan 

pemanfaatan 
ruang 

% 72,07   72,13   78,39 400,8 84,65 426,5 90,91 431,4 97,18 446,5 97,18 1.705,2 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Koordinasi 
dan 

Sinkronisasi 
Pemanfaatan 
Ruang untuk 
Investasi dan 
Pembanguna

n 

Jumlah 
Rekomendasi 

KKPR 

doku
men 

        322 185,5 333 197,4 345 199,7 352 206,7 1352 789,2 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Sistem 
Informasi 
Penataan 

Ruang 

Persentase 
pengelolaan 

database 
pertanahan dan 

tata ruang 

%         25 215,3 50 229,1 75 231,8 100 239,9 100 916,0 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Koordinasi 
dan 

Sinkronisasi 
Pengendalia

n 
Pemanfaatan 

Ruang 
Daerah 

Kabupaten/K
ota 

Persentase 
penanganan 

indikasi 
pelanggaran 
pemanfaatan 

ruang 

%         100 273,8 100 291,3 100 294,7 100 305,0 100 1164,9 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Koordinasi 
dan 

Sinkronisasi 
Penertiban 

dan 
Penegakan 

Hukum 
Bidang 

Penataan 
Ruang 

Jumlah KRK 
doku
men 

        365 121,2 370 129,0 375 130,5 380 135,0 1490 515,7 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 



 

    

Operasionalis
asi Tugas dan 

Fungsi 
Penyidik 
Pegawai 

Negeri Sipil 
(PPNS) 
Bidang 

Penataan 
Ruang 

Persentase 
penanganan 

indikasi 
pelanggaran 

pemanfaatan ruang 

%         100 52,6 100 56,0 100 56,6 100 58,6 100 223,8 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Koordinasi 
Pelaksanaan 

Penataan 
Ruang 

Jumlah dokumen 
koordinasi 

pelaksanaan 
penataan ruang 

doku
men 

        1 100 1 106,4 1 107,6 1 111,4 4 425,5 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

  

Meningkatn
ya kinerja 
pelayanan 

pertanahan 

PROGRAM 
PENYELESAI

AN 
SENGKETA 

TANAH 
GARAPAN 

Persentase 
penyelesaian 
permasalahan 

pertanahan 

% 100   100 54 100 54,11 100 57,57 100 58,24 100 60,28 100 230,2 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Penyelesaian 
Sengketa 

Tanah 
Garapan 

dalam daerah 
Kabupaten/K

ota 

Persentase 
penyelesaian 
permasalahan 

pertanahan 

%         100 54,11 100 57,6 100 58,2 100 60,3 100 230,2 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Mediasi 
Penyelesaian 

Sengketa 
Tanah 

Garapan 
dalam 1 (satu) 

Daerah 
Kabupaten/Ko

ta 

Persentase 
penyelesaian 
permasalahan 

pertanahan 

%         100 54,11 100 57,6 100 58,2 100 60,3 100 230,2 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

PROGRAM 
PENYELESAI

AN GANTI 
KERUGIAN 

DAN 
SANTUNAN 

TANAH 
UNTUK 

PEMBANGU
NAN 

Persentase 
pembayaran sewa 
tanah desa untuk 

pembangunan 

% 100   100 9.598,30 100 9.617,49 100 10.233,01 100 10.352,27 100 10.714,26 100 40.917,03 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Penyelesaian 
Masalah 

Ganti 
Kerugian dan 

Santunan 
Tanah untuk 
Pembanguna

n oleh 
Pemerintah 

Daerah 
Kabupaten/K

ota 

Persentase 
pembayaran sewa 
tanah desa untuk 

pembangunan 

%         100 9.617,49 100 10.233,01 100 10.352,27 100 10.714,26 100 40.917,03 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 



 

    

Koordinasi 
dan 

Sinkronisasi 
Penyelesaian 
Masalah Ganti 
Kerugian dan 

Santunan 
Tanah Untuk 
Pembanguna

n oleh 
Pemerintah 

Daerah 
Kabupaten/Ko

ta 

Persentase 
pembayaran sewa 
tanah desa untuk 

pembangunan 

%         100 9.617,49 100 10.233,01 100 10.352,27 100 10.714,26 100 40.917,03 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

PROGRAM 
REDISTRIBU

SI TANAH, 
DAN GANTI 
KERUGIAN 
PROGRAM 

TANAH 
KELEBIHAN 
MAKSIMUM 
DAN TANAH 
ABSENTEE 

Persentase 
ketersediaan 

dokumen 
inventarisasi 
tanah Pemda 

% 100   100 174,95 100 175,3 100 186,52 100 188,69 100 195,29 100 745,8 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Penetepan 
Subjek dan 

Objek 
Redistribusi 
Tanah serta 

Ganti 
Kerugian 

Tanah 
Kelebihan 
Maksimum 
dan Tanah 
Absentee 
dalam 1 

(satu) Daerah 
Kabupaten/K

ota 

Persentase 
ketersediaan 

dokumen 
inventarisasi 
tanah Pemda 

%         100 175,3 100 186,5 100 188,7 100 195,3 100 745,8 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Inventarisasi 
Subjek dan 

Objek 
Redistribusi 

Tanah 

Persentase 
ketersediaan 

dokumen 
inventarisasi tanah 

Pemda 

%         100 175,3 100 186,52 100 188,7 100 195,3 100 745,8 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    
PROGRAM 

PENATAGUN
AAN TANAH 

Persentase tanah 
Pemerintah 

Daerah yang 
didaftarkan di 

BPN 

% 13,72   14,53 216,76 15,14 217,19 15,75 231,09 16,36 233,78 16,97 241,96 16,97 924,02 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Penggunaan 
Tanah yang 

Hamparanny
a dalam satu 

Daerah 
Kabupaten/K

ota 

Persentase tanah 
Pemerintah 

Daerah yang 
didaftarkan di 

BPN 

%         15,14 894,5 15,75 951,7 16,36 962,9 16,97 996,6 16,97 3805,7 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 



 

    

Koordinasi 
dan 

Sinkronisasi 
Perencanaan 
Penggunaan 

Tanah 

Jumlah laporan 
koordinasidan 
sinkronisasi 

perencanaan 
penggunaan tanah 

dalam 1 (satu) 
kabupaten/kota 

doku
men 

        1 287,1 1 305,5 1 309,0 1 319,9 4 1221,5 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Koordinasi 
dan 

Sinkronisasi 
Pelaksanaan 
Konsolidasi 

Tanah 
Kabupaten/Ko

ta 

Persentase tanah 
Pemerintah Daerah 
yang didaftarkan di 

BPN 

%         15,14 607,4 15,75 646,3 16,36 653,8 16,97 676,7 16,97 2584,2 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

PROGRAM 
PENYELENG

GARAAN 
KEISTIMEWA

AN 
YOGYAKART

A URUSAN 
TATA 

RUANG 

Persentase 
dokumen 

perencanaan SRS 
Kasultanan dan 
Kadipaten yang 

menjadi 
Keputusan Bupati 

% 0   0   25 500 50 500 75 500 100 500 100 2.000 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Perencanaan 
Tata Ruang 

Satuan 
Ruang 

Strategis 
Kasultanan 

dan 
Kadipaten 

Persentase 
dokumen 

perencanaan SRS 
Kasultanan dan 
Kadipaten yang 

menjadi 
Keputusan Bupati 

%         25 774,2 50 823,7 75 833,4 100 862,6 100 3.294 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Penyusunan 
Rencana Tata 

Bangunan 
dan 

Lingkungan 
Satuan Ruang 

Strategis 
Kasultanan 

dan Kadipaten  

Persentase 
dokumen 

perencanaan SRS 
Kasultanan dan 
Kadipaten yang 

menjadi Keputusan 
Bupati 

%         25 174,2 50 185,3 75 187,5 100 194,1 100 741 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Perencanaan 
Program/Kegi
atan Urusan 
Tata Ruang 

Persentase 
dokumen 

perencanaan SRS 
Kasultanan dan 
Kadipaten yang 

menjadi Keputusan 
Bupati 

%         25 600 50 638,4 75 645,9 100 668,5 100 2.553 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 



 

    

PROGRAM 
PENYELENG

GARAAN 
KEISTIMEWA

AN 
YOGYAKART

A URUSAN 
PERTANAHA

N 

Persentase 
bidang tanah 

Kasultanan, tanah 
Kadipaten dan 

tanah desa yang 
terdaftar di BPN 

dan 
terekomendasi 

pemanfaatannya 

% 60   62,59   67,33 2.450 69,7 2.450 72,06 2.450 74,43 2.450 74,43 9.800 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Pengelolaan 
Tanah 

Kasultanan 
dan Tanah 
Kadipaten 

Persentase bidang 
tanah Kasultanan 

dan tanah Kadipaten 
yang sudah 

didaftarkan di BPN 

% 

        

34,66 2130,9 39,39 2130,9 44,13 2130,9 48,86 2130,9 48,86 8523,6 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Penatausahaa
n Tanah 

kasultanan 
dan Tanah 
Kadipaten 

Persentase 
bidang tanah 

Kasultanan dan 
tanah Kadipaten 

yang sudah 
didaftarkan di 

BPN  

% 

        

34,66 2015,6 39,39 2015,6 44,13 2015,6 48,86 2015,6 48,86 8062,4 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Pengawasan 
Tanah 

kasultanan, 
Tanah 

Kadipaten dan 
Tanah Desa 

Jumlah dokumen 
pengawasan tanah 
kasultanan, tanah 

kadipaten dan tanah 
desa 

dokum
en 

        

1 115,3 1 115,3 1 115,3 1 115,3 4 461,2 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Pemanfaatan 
Tanah 

Kasultanan 
dan Tanah 
Kadipaten 

Persentase 
penerbitan 

rekomendasi 
pemanfaatan tanah 
kasultanan, tanah 

kadipaten dan tanah 
desa 

% 

        

100 289,4 100 289,4 100 289,4 100 289,4 100 1157,6 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 



 

    

Penyiapan 
Bahan 

Pertimbangan 
Teknis Izin 

Penggunaan 
Tanah 

Kasultanan 
dan Kadipaten 

Persentase 
penerbitan 

rekomendasi 
pemanfaatan tanah 
kasultanan, tanah 

kadipaten dan tanah 
desa 

% 

        

100 100 100 100 100 100,0 100 100,0 100 400,0 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Penanganan 
Keberatan 

dan Sengketa 
Pertanahan 

Tanah 
Kasultanan, 

Tanah 
Kadipaten dan 
Tanah Desa 

Jumlah berita acara 
penyelesaian 
penanganan 

keberatan dan 
sengketa pertanahan 

tanah kasultanan, 
tanah kadipaten dan 

tanah desa 

dokum
en 

        

3 189,4 3 189,4 3 189,4 3 189,4 12 757,6 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Sarana dan 
Prasarana 

Keistimewaa
n 

Jumlah sarana dan 
prasarana 

pendukung 
pelaksanaan 

kegiatan urusan 
keistimewaan 
(pertanahan) 

unit 

        

3 30 3 30 3 30 3 30 12 120 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 

    

Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Keistimewaan 
Urusan 

Pertanahan 

Jumlah sarana dan 
prasarana 

pendukung 
pelaksanaan kegiatan 
urusan keistimewaan 

(pertanahan) 

unit 

        

3 30 3 30 3 30 3 30 12 121 
DPTR 

KP 
Kulon 
Progo 
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   BAB VII 

   KINERJA 

PENYELENGGARAAN 

BIDANG URUSAN 
 

Dalam RPD Kabupaten Kulon Progo 2023 – 2026 telah 

ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja sebagai ukuran 

kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja 

atau keberhasilan organisasi.  Indikator kinerja  Dinas 

Pertanahan dan Tata Ruang meliputi : 

1. Indikator Kinerja OPD 

2. Indikator Kinerja Program 

Perumusan indikator kinerja Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang tahun ke-0 (2022) merupakan realisasi kinerja 

yang telah dilaksanakan dan tahun ke-1 (2023)sampai 

dengan tahun ke-4 (2026) merupakan target kinerja 

yang direncanakan.  

Perumusan Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 

2023-2026 disajikan pada Tabel 6.1.sedangkan Indikator Kinerja Program disajikan pada Tabel 6.2 

 

Tabel 6.1 

Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 

(IKU) 

 

No 

Sasaran 

Perangkat 

Daerah / IKU 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

Sasaran Daerah/ 

IKU Perangkat 

Daerah  

Satuan 

Kondisi 

Kinerja 

pada 

awal 

periode 

RPD  

Target Setiap Tahun 

Kondisi 

Kinerja 

pada 

akhir 

periode 

RPD KP 

2023-

2026 

Transisi I II III IV 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 1. 

Meningkatkan 

pengendalian 

pemanfaatan 

ruang 

Persentase 

pengendalian 

dan 

pemanfaatan 

ruang  

% 72,07 72,13 78,39 84,65 90,91 97,18 97,18 

    

Persentase 

bidang tanah 

Kasultanan, 

tanah Kadipaten 

dan tanah desa 

yang 

terdaftarkan di 

BPN dan 

terekomendasi 

pemanfaatannya 

% 50 62,59 67,33 69,7 72,06 74,43 74,43 
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Tabel 6.2 

Indikator Kinerja Program Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang Mengacu pada  

Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026 

 

 

No 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Kondisi 

Kinerja 

pada 

awal 

periode 

RPD  

Target Setiap Tahun 

Kondisi 

Kinerja 

pada 

akhir 

periode 

RPD KP 

2023-

2026 

Transisi I II III IV 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 

Program 

Penyelenggaraan 

Penataan Ruang 

Persentase 

perencanaan 

penataan ruang 

% 42,59 47,22 57,01 68,98 80,56 90,74 90,74 

Persentase 

pengendalian 

dan 

pemanfaatan 

ruang 

% 72,07 72,13 78,39 84,65 90,91 97,18 97,18 

2 

Program 

Penyelesaian 

Sengketa Tanah 

Garapan 

Persentase 

penyelesaian 

permasalahan 

pertanahan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 

Program 

Penyelesaian 

Ganti Kerugian 

Dan Santunan 

Tanah Untuk 

Pembangunan 

Persentase 

pembayaran 

sewa tanah desa 

untuk 

pembangunan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

4 

Program 

Redistribusi 

Tanah, Serta 

Ganti Kerugian 

Program Tanah 

Kelebihan 

Maksimum Dan 

Tanah Absentee 

Persentase 

ketersediaan 

dokumen 

inventarisasi 

tanah Pemda 

% 100 100 100 100 100 100 100 

5 

Program 

Penatagunaan 

Tanah 

Persentase tanah 

Pemerintah 

Daerah yang 

didaftarkan di 

BPN 

% 13,72 14,53 15,14 15,75 16,36 16,97 16,97 

6 

Program 

Penyelenggaraan 

Keistimewaan 

Urusan Tata 

Ruang 

Persentase 

dokumen 

perencanaan SRS 

Kasultanan dan 

Kadipaten yang 

menjadi 

Keputusan Bupati 

% 0 0 25 50 75 100 100 

7 

Program 

Penyelenggaraan 

Keistimewaan 

Urusan 

Pertanahan 

Persentase 

bidang tanah 

Kasultanan, 

tanah Kadipaten 

dan tanah desa 

yang terdaftar di 

BPN dan 

terekomendasi 

pemanfaatannya 

% 60 62,59 67,33 69,7 72,06 74,43 74,43 

 
 

 

 



 

 

Lampiran 2 

 

Metadata Indikator Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 – 206 

 

Nama OPD 
No 

Kinerja 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

IKU OPD Satuan Cara Perhitungan 

Kondisi Awal Target Kinerja OPD 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

realisasi 

(dengan 

rumus 

baru) 

transisi target target target target 

 Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang (Kundha Niti 

Mandala sarta Tata Sasana) 

                      

    Meningkatnya 

kesesuaian 

pemanfaatan 

ruang 

Persentase 

kesesuaian 

pemanfaatan 

ruang 

% (Persentase kesesuaian 

struktur ruang + Persentase 

kesesuaian pola ruang)/2) 

88,29 88,50 88,55 88,60 88,65 88,70 

          Persentase kesesuaian 

struktur  ruang 

                            

87,00  

                            

87,25  

                            

87,30  

                            

87,35  

                            

87,40  

                            

87,45  

          Persentase kesesuaian pola 

ruang 

                            

89,58  

                            

89,75  

                            

89,80  

                            

89,85  

                            

89,90  

                            

89,95  

    Meningkatnya 

kinerja 

layanan 

pertanahan 

Persentase 

tanah 

Pemerintah 

Daerah, tanah 

Kasultanan, 

tanah Kadipaten 

dan tanah Desa 

yang sudah 

didaftarkan di 

BPN 

% (Persentase luas aset 

pemda yang didaftarkan di 

BPN + Persentase bidang 

tanah kasultanan, 

kadipaten dan desa yang 

sudah didaftarkan di BPN)/2 

                            

21,87  

                            

34,87  

                            

39,91  

                            

42,58  

                            

45,26  

                            

47,93  

          Persentase luas aset pemda 

yang didaftarkan di BPN 

(Luas tanah aset pemda 

yang didaftarkan di BPN 

(m2) / Luas tanah aset 

pemda (m2) x 100%) 

                            

13,72  

                            

14,53  

                            

15,14  

                            

15,75  

                            

16,36  

                            

16,97  

          Luas tanah aset pemda 

yang didaftarkan di BPN 

(m2) 

                        

673.657  

                        

713.657  

                        

743.657  

                        

773.657  

                        

803.657  

                        

833.657  

          Luas tanah aset pemda 

(m2) 

                     

4.911.447  

                     

4.911.447  

                     

4.911.447  

                     

4.911.447  

                     

4.911.447  

                     

4.911.447  



 

          Persentase bidang tanah 

kasultanan, kadipaten dan 

tanah desa yang sudah 

didaftarkan di BPN 

(Jumlah bidang tanah 

Kasultanan, Kadipaten, dan 

Desa yang didaftarkan di 

BPN / Jumlah bidang tanah 

Kasultanan, Kadipaten, dan 

Desa) x 100% 

                            

30,02  

                            

55,21  

                            

64,68  

                            

69,41  

                            

74,15  

                            

78,88  

          Jumlah bidang tanah 

Kasultanan, Kadipaten, dan 

Desa yang didaftarkan di 

BPN 

                               

317  

                               

583  

                               

683  

                               

733  

                               

783  

                               

833  

          Jumlah bidang tanah 

Kasultanan, Kadipaten, dan 

Desa yang belum 

bersertifikat 

                            

1.056  

                            

1.056  

                            

1.056  

                            

1.056  

                            

1.056  

                            

1.056  

Semua OPD                       

    Meningkatnya 

layanan 

pencapaian 

tugas dan 

fungsi 

perangkat 

daerah 

Rata-rata 

prosentase 

pencapaian 

program pada 

masing-masing 

perangkat 

daerah 

%       100 100 100 100 

                100 100 100 100 

                100 100 100 100 

                100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nama OPD Program 

Indikator 

Kinerja 

Program 

Satuan Cara Perhitungan 

Kondisi Awal Target Kinerja Program 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

realisasi 

(dengan 

rumus 
baru) 

 target  target target target target 

Dinas Pertanahan dan 

Tata Ruang 

                    

  Program 

Penyelenggaraan 

Penataan Ruang 

Persentase 

perencana

an 

penataan 

ruang 

% (Persentase ketersediaan 

dokumen perencanaan tata 

ruang + Persentase 

ketersediaan dokumen RTBL + 

Persentase pelaksanaan 
sosialisasi kebijakan penataan 

ruang)/3 

                            

42,59  

                            

47,22  

                            

57,01  

                            

68,98  

                            

80,56  

                            

90,74  

        Persentase ketersediaan 
dokumen perencanaan tata 

ruang 

                            
27,78  

                            
41,67  

                                 
46  

                                 
57  

                                 
67  

                                 
72  

        jumlah dokumen perencanaan 

tata ruang yang disusun 

                                   

5  

                                   

6  

                                   

7  

                                   

8  

                                   

9  

                                   

9  

        jumlah  dokumen 

perencanaan tata ruang yang 

seharusnya ada 

                                   

9  

                                   

9  

                                   

9  

                                   

9  

                                   

9  

                                   

9  

        DO dokumen tata ruang : 

dokumen RTRW/RDTR meliputi 

Matek, Ranperda/Ranperbup, 

Basis Data Peta 

Realisasi merupakan kumulatif 

dari tahun sebelumnya 

            

        jumlah dokumen perencanaan 

tata ruang yang ditetapkan 

                                    

-  

                                   

1  

                                   

1  

                                   

2  

                                   

3  

                                   

4  

        jumlah  dokumen 

perencanaan tata ruang yang 

disusun 

                                   

5  

                                   

6  

                                   

7  

                                   

8  

                                   

9  

                                   

9  

        Persentase ketersediaan 

dokumen RTBL 

                                    

-  

                                    

-  

                                 

25  

                                 

50  

                                 

75  

                               

100  

        jumlah ranperbup RTBL yang 

ditetapkan 

                                    

-  

                                    

-  

                                   

1  

                                   

2  

                                   

3  

                                   

4  

        jumlah  dokumen RTBL yang  

seharusnya ada selama 

periode RPJMD 

                                   

4  

                                   

4  

                                   

4  

                                   

4  

                                   

4  

                                   

4  



 

        Persentase pelaksanaan 

sosialisasi kebijakan penataan 

ruang 

                          

100,00  

                          

100,00  

                          

100,00  

                          

100,00  

                          

100,00  

                          

100,00  

        jumlah sosialisasi kebijakan 

penataan ruang yang 

dilaksanakan 

                                   

1  

                                   

1  

                                   

1  

                                   

2  

                                   

2  

                                   

2  

        sosialisasi kebijakan penataan 

ruang yang seharusnya ada 

                                   

1  

                                   

1  

                                   

1  

                                   

2  

                                   

2  

                                   

2  

    Persentase 

pengendali

an dan 

pemanfaata

n ruang 

% (Persentase penerbitan 

rekomendasi KKPR dan KRK + 

Persentase kesesuaian 

pemanfaatan ruang + 

Persentase pengelolaan 

database pertanahan dan tata 

ruang + Persentase 

penanganan indikasi 

pelanggaran pemanfaatan 

ruang)/4 

                            

72,07  

                            

72,13  

                            

78,39  

                            

84,65  

                            

90,91  

                            

97,18  

        Persentase penerbitan 

rekomendasi KKPR dan KRK 

                          

100,00  

                          

100,00  

                          

100,00  

                          

100,00  

                          

100,00  

                          

100,00  

        Jumlah rekomendasi KKPR                                

367  

                               

317  

                               

322  

                               

333  

                               

345  

                               

352  

        jumlah permohonan 

rekomendasi KKPR 

                               

367  

                               

317  

                               

322  

                               

333  

                               

345  

                               

352  

        Jumlah KRK                                

292  

                               

360  

                               

365  

                               

370  

                               

375  

                               

380  

        jumlah pemohon KRK                                

292  

                               

360  

                               

365  

                               

370  

                               

375  

                               

380  

        Persentase kesesuaian 

pemanfaatan ruang 

                            

88,29  

                            

88,50  

                            

88,55  

                            

88,60  

                            

88,65  

                            

88,70  

        Persentase kesesuaian struktur  

ruang 

                            

87,00  

                            

87,25  

                            

87,30  

                            

87,35  

                            

87,40  

                            

87,45  

        Persentase kesesuaian pola 

ruang 

                            

89,58  

                            

89,75  

                            

89,80  

                            

89,85  

                            

89,90  

                            

89,95  

        Persentase pengelolaan 

database pertanahan dan tata 

ruang 

                                    

-  

                                    

-  

                            

25,00  

                            

50,00  

                            

75,00  

                          

100,00  

        Database pertanahan dan 

tata ruang yang dikelola 

                                    

-  

                                    

-  

                                   

2  

                                   

4  

                                   

6  

                                   

8  

        database pertanahan dan tata 

ruang yang seharusnya ada 

                                   

8  

                                   

8  

                                   

8  

                                   

8  

                                   

8  

                                   

8  



 

        DO database pertanahan dan 

tata ruang : peta dan data 

terkait urusan pertanahan dan 

tata ruang (tematik) 

            

        Persentase penanganan 

indikasi pelanggaran 

pemanfaatan ruang 

                          

100,00  

                          

100,00  

                          

100,00  

                          

100,00  

                          

100,00  

                          

100,00  

        jumlah penanganan indikasi 

pelanggaran pemanfaatan 

ruang 

                                 

10  

                                 

10  

                                   

5  

                                   

5  

                                   

5  

                                   

5  

        jumlah indikasi pelanggaran 

pemanfaatan ruang yang 

teridentifikasi 

                                 

10  

                                 

10  

                                   

5  

                                   

5  

                                   

5  

                                   

5  

  Program 

Penyelesaian 

Sengketa Tanah 

Garapan 

Persentase 

penyelesaia

n 

permasalah

an 

pertanahan 

% (Jumlah masalah pertanahan 

yang diselesaikan /Jumlah 

masalah pertanahan )x 100% 

                               

100  

                               

100  

                               

100  

                               

100  

                               

100  

                               

100  

        Jumlah masalah pertanahan 

yang diselesaikan 

                                 

10  

                                 

10  

                                 

10  

                                 

10  

                                 

10  

                                 

10  

        Jumlah masalah pertanahan                                  

10  

                                 

10  

                                 

10  

                                 

10  

                                 

10  

                                 

10  

        DO masalah pertanahan : 

permasalahan tanah 

masyarakat, permasalahan 

pertanahan desa, tanah 

kasultanan dan kadipaten 

                                  

0,00  

                              

0,00  

                              

0,00  

                              

0,00  

  Program 

Penyelesaian 

Ganti Kerugian 

Dan Santunan 

Tanah Untuk 

Pembangunan 

Persentase 

pembayara

n sewa 

tanah desa 

untuk 

pembangun

an 

% (Pembayaran sewa Tanah Desa 

yang 

dilaksanakan/Pembayaran 

sewa Tanah Desa yang 

seharusnya) x 100% 

                          

100,00  

                          

100,00  

                          

100,00  

                          

100,00  

                          

100,00  

                          

100,00  

        Pembayaran sewa Tanah Desa 

yang dilaksanakan (obyek 

sewa) 

                               

398  

                               

398  

                               

398  

                               

398  

                               

398  

                               

398  

        Pembayaran sewa Tanah Desa 

yang seharusnya (obyek sewa) 

                               

398  

                               

398  

                               

398  

                               

398  

                               

398  

                               

398  



 

  Program 

Redistribusi 

Tanah, Serta 

Ganti Kerugian 

Program Tanah 

Kelebihan 

Maksimum Dan 

Tanah Absentee 

Persentase 

ketersediaa

n dokumen 

inventarisasi 

tanah 

Pemda 

% (Dokumen inventarisasi tanah 

yang dikuasai 

Pemda/dokumen inventarisasi 

pertanahan yang seharusnya 

ada) x 100% 

                          

100,00  

                          

100,00  

100,00 100,00 100,00 100,00 

        dokumen inventarisasi tanah 

yang dikuasai Pemda  

                                   

3  

                                   

3  

                                   

3  

                                   

3  

                                   

3  

                                   

3  

        dokumen inventarisasi 

pertanahan yang seharusnya 

ada  

                                   

3  

                                   

3  

                                   

3  

                                   

3  

                                   

3  

                                   

3  

  Program 

Penatagunaan 

Tanah 

Persentase 

tanah 

Pemerintah 

Daerah 

yang 

didaftarkan 

di BPN 

% (Luas aset pemda yang 

didaftarkan di BPN/Luas aset 

pemda yang seharusnya 

didaftarkan di BPN) x 100% 

                            

13,72  

                            

14,53  

                            

15,14  

                            

15,75  

                            

16,36  

                            

16,97  

        Luas aset pemda yang 

didaftarkan di BPN (m2) 

                        

673.657  

                        

713.657  

                        

743.657  

                        

773.657  

                        

803.657  

                        

833.657  

        Luas aset pemda yang 

seharusnya didaftarkan di BPN 

(m2) 

                     

4.911.447  

                     

4.911.447  

                     

4.911.447  

                     

4.911.447  

                     

4.911.447  

                     

4.911.447  
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BAB VIII 

PENUTUP 
 

 

 Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas 

Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2023 - 2026 ini merupakan dokumen 

penjabaran RPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 

2023 -2026 dan dilaksanakan untuk lebih 

meningkatkan akselerasi pembangunan 

pertanahan dan tata ruang yang lebih terukur dan 

akuntabel. 

Perubahan  Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2023 -2026 ini akan dilaksanakan pada Tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. 

Demikian Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten 

Kulon Progo Tahun 2023-2026 ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 sampai dengan 2026. Akhir 

kata semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
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